SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 103 TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

bahwa  setelah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditinjau
kembali;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194);

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2023 tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Nomor 6);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun
2020 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 206);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
209);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun
2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2025 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 Tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2025 Nomor 103) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Renstra-PD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, memuat rencana progam,

kegiatan, sub kegiatan indikator, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

(2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;

a.
b.

C.

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri;
Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri;

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Wonogiri;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Wonogiri;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;

Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri;
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Wonogiri;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri;

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Wonogiri;



o. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri;

p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;

q- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonogiri;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;

Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Wonogiri;
t. Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri;

/2]

u. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten
Wonogiri;

v. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonogiri;

w. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Wonogiri;

x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri;

y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri;

z. Kecamatan Wonogiri;

aa. Kecamatan Selogiri;

ab. Kecamatan Nguntoronadi;
ac. Kecamatan Ngadirojo;

ad. Kecamatan Wuryantoro;
ae. Kecamatan Manyaran;

af. Kecamatan Baturetno;

ag. Kecamatan Giriwoyo;

ah. Kecamatan Jatisrono;

ai. Kecamatan Jatiroto;

aj. Kecamatan Eromoko;

ak. Kecamatan Pracimantoro;
al. Kecamatan Purwantoro;
am. Kecamatan Kismantoro;
an. Kecamatan Batuwarno;
ao. Kecamatan Karangtengah:;
ap. Kecamatan Giritontro;

aq. Kecamatan Paranggupito;
ar. Kecamatan Jatipurno;

as. Kecamatan Slogohimo;
at. Kecamatan Tirtomoyo;
au. Kecamatan Sidoharjo;

av. Kecamatan Girimarto;
aw. Kecamatan Bulukerto; dan

ax. Kecamatan Puhpelem;

(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasai Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggai 2 Januari 2026

BUPATI WONOGIRI,
ttd
SETYO SUKARNO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONQGIRI,

ttd
F.X. PRANATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F.ME] DWI KUSWITANTL S H.. M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007
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1.1

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan atas Rencana  Strategis (Renstra)
Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029
dilatarbelakangi oleh penetapan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Berdasarkan
hal tersebut, terjadi perubahan struktur organisasi dan
jumlah perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Hal ini yang
menjadi latar belakang utama perlu dilakukan penyesuaian
melalui perubahan Renstra karena banyak target dalam sub
kegiatan pengawasan di Inspektorat mendasarkan pada
jumlah perangkat daerah yang mana telah mengalami
perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian perubahannya
dalam dokumen perubahan renstra ini.

Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-
2029 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan
perundang-undangan, terutama Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini merupakan perwujudan dari
perencanaan strategis lima tahunan bagi Inspektorat
Kabupaten Wonogiri, yang berfungsi sebagai panduan arah
kebijakan dan program pengawasan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi
dan misi pemerintah daerah. Penyusunan Renstra ini penting
dalam memastikan bahwa setiap langkah dan upaya
pengawasan yang dilakukan Inspektorat sejalan dengan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
dan akuntabilitas publik.

Renstra perangkat daerah memiliki peran penting
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena
berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan dan
mengkoordinasikan program serta kegiatan perangkat daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra juga
menjadi landasan dalam menetapkan target kinerja yang
terukur, memastikan pelaksanaan pengawasan internal yang
efektif, dan mendukung pencapaian visi serta misi
pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri. Dalam hal ini, Renstra
Inspektorat Kabupaten Wonogiri akan menjadi acuan
strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan
untuk memberikan keyakinan terkait tata kelola
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).

Dalam rangka sinergi dan konsistensi antara
perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan
pengawasan, Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri
disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan
daerah lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri dan RPJMD

Kabupaten Wonogiri. Dalam proses penyusunannya



Inspektorat Kabupaten Wonogiri melakukan koordinasi,
sinergi dan harmonisasi dengan Bapperida Kabupaten
Wonogiri dan pemangku kepentingan.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri
Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara sistematis dan
mengikuti pedoman yang telah diatur dalam Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029. Proses penyusunan dimulai dengan
pengumpulan data dan analisis kondisi internal serta
eksternal, telaah visi misi Kepala Daerah, penetapan tujuan
dan sasaran yang sejalan dengan arah kebijakan
pembangunan daerah.

Dapat disampaikan bahwa Visi Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Wonogiri dalam RPJMD Kabupaten
Wonogiri Tahun 2025-2029 yaitu “Wonogiri yang Berdaya
Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” yang didukung
dengan 4 Misi yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi
yang berdaya saing dan berkelanjutan; meningkatkan
kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial dan
budaya masyarakat maju; mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik; dan mewujudkan ketahanan
sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana.
Berdasarkan wuraian keempat misi di atas, Inspektorat
Kabupaten Wonogiri sesuai tugas pokok dan fungsinya
sebagai instansi pengawas internal, berperan untuk
mendukung Misi Ketiga yaitu “mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik”.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki peran
strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang
akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui penetapan
tujuan “Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan transparan” dengan sasarannya
“Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan

pemerintahan” dan “Meningkatnya kinerja Inspektorat”.



Selanjutnya, dilakukan perumusan strategi, program,

kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator

kinerja yang spesifik dan terukur dengan tahapannya sebagai

berikut :

1.

Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra Perangkat

Daerah meliputi :

a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra
Perangkat Daerah;

b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah,

disajikan dengan sistematika paling sedikit mencakup :

a. Analisis gambaran umum wilayah;

b. Analisis permasalahan;

. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya,;

c
d. Analisis isu strategis;

¢}

. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

]

Perumusan strategis dan arah kebijakan; serta
g. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator
kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok

sasararmn.

Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah
diakukan dengan menyempurnakan rancangan awal
Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan Surat Edaran
Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat

Daerah



Forum Perangkat Daerah dilaksanakan guna membahas
rancangan seluruh Renstra Perangkat Daerah, guna
mendapatkan harmonisasi dan sinergi dengan RPJMD
dan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Output dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah berita acara kesepakatan
Forum Perangkat Daerah, guna penyempurnaan
rancangan Renstra Perangkat Daerah.
5. Perumusan Akhir
Selanjutnya rancangan Renstra Perangkat Daerah dikirim
ke Bapperida Kabupaten Wonogiri untuk dilakukan
verifikasi guna memastikan rancangan Renstra Perangkat
Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan
mengakomodir hasil berita acara forum Perangkat
Daerah. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, Bapperida
Kabupaten  Wonogiri menyampaikan saran dan
rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra
Perangkat Daerah.
6. Penetapan

Setelah perbaikan terhadap rancangan Renstra Perangkat
Daerah hasil verifikasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri,
Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah

tentang RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
RKPD.
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Konsep Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.1 di atas menunjukkan konsep Renstra
Perangkat Daerah dengan alur penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang bersifat hierarkis
dan saling berkaitan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten/Kota, yang pada gilirannya merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, penyusunan
Renstra juga memperhatikan dokumen-dokumen lain seperti
hasil evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir,
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dokumen perencanaan
sektoral, serta Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan strategis jangka menengah yang memuat
program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD. Melalui Renstra, perangkat daerah
memiliki pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih
terarah, terukur, dan selaras dengan visi dan misi Kepala

Daerah.
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1.2

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan
kebijakan yang dapat terjadi setiap tahun, Pemerintah
Daerah juga menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD
disusun berdasarkan RPJMD, namun tetap
mempertimbangkan perkembangan situasi terkini, kebijakan
nasional dan ©provinsi, serta hasil evaluasi capaian
pembangunan. Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai
dokumen operasional tahunan yang memungkinkan
Pemerintah Daerah untuk tetap adaptif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat serta kebijakan yang
bersifat dinamis.

Dengan hubungan tersebut, Renstra Perangkat Daerah
menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah di tingkat perangkat daerah, sedangkan
RKPD menjadi instrumen untuk menjabarkan dan
menyesuaikan arah kebijakan secara tahunan. Kombinasi
keduanya memastikan keterpaduan dan kesinambungan

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana

Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang
No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2757);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
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10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraruran Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten  Wonogiri
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten =~ Wonogiri
Nomor 193);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 206);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 210);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 209);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2024

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 70);
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 122);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
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1.3

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
090.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) memiliki
maksud untuk menyediakan arah dan panduan strategis bagi
Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra
berfungsi sebagai dokumen acuan yang komprehensif dalam
rangka memastikan bahwa seluruh kebijakan, program,
kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah diselaraskan
dengan visi dan misi Kepala Daerah, kebutuhan dan harapan
pemangku kepentingan, serta perubahan lingkungan
eksternal dan internal yang relevan. Dengan adanya Renstra,
Perangkat Daerah dapat beroperasi dengan lebih efisien,
efektif, dan akuntabel, serta mampu menghadapi berbagai

tantangan yang muncul di masa mendatang.
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Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 adalah :

1.

Menyelaraskan Tujuan Perangkat Daerah

Memastikan bahwa seluruh program kerja yang
direncanakan sejalan dengan tujuan dan tugas pokok
Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mendukung visi
misi Kepala Daerah, serta menghindari adanya inefisiensi
atau tumpang tindih dalam pelaksanaan program.
Menyusun Rencana Jangka Menengah

Mengembangkan sasaran jangka menengah Perangkat
Daerah yang menjadi landasan untuk penyusunan
program, kegiatan dan sub kegiatan yang realistis,
terukur, dan sesuai dengan perkembangan yang dihadapi.
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Menyediakan instrumen evaluasi dan pengendalian yang
dapat digunakan untuk memantau pencapaian tujuan
strategis Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan
perbaikan atau penyesuaian sesuai kebutuhan.
Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Merancang penggunaan sumber daya secara optimal, baik
sumber daya manusia, finansial, maupun aset lainnya,
untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif.
Menyesuaikan dengan Lingkungan Dinamis

Merespons perubahan lingkungan eksternal dan internal
yang cepat dengan perencanaan yang adaptif dan fleksibel,
serta mengantisipasi peluang dan ancaman yang mungkin
muncul.

Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi

Memastikan bahwa semua program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan
dan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, baik dari

segi keuangan maupun capaian kinerja.
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1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten

Wonogiri Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tuyjuan dan Sasaran Renstra Perangkat
Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat
Daerah

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan beserta Indikator dan Pagu
Indikatif

4.2  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2  Kaidah Pelaksanaan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

5.4 Manajemen Risiko
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten
Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
Inspektorat merupakan unsur pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin
oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan
pembinaan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat
menyelenggarakan fungsi yang terdiri atas :

a) perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan
pembinaan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;

b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat;

d) dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana pada
huruf ¢ terdapat potensi penyalahgunaan
wewenangan dan/atau kerugian negara /daerah,

dapat dilaksanakan tanpa menunggu penugasan
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dari Bupati

pemerintah pusat;

dan/atau Gubernur sebagai wakil

e) penyusunan laporan hasil pengawasan;

f) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana
korupsi;

g) pengawasan pelaksanaan program  reformasi
birokrasi;

h) pelaksanaan administrasi Inspektorat bidang
pengawasan dan pembinaan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada daerah;

terkait dengan tugas dan fungsinya.

di

Inspektur

Adapun struktur organisasi

Kabupaten Wonogiri terdiri dari 1

Sekretaris,

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Inspektorat

1

K

S Inspektur Pembantu, 2 Kepala Sub

Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat

digambarkan sebagai berikut :

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

|
I 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG APARATUR DAN
ADMINISTRASL
PEMERINTAHAN

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG PENCEGAHAN
DAN INVESTIGASI

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugasnya,

Kabupaten Wonogiri

Inspektorat

didukung oleh sumber daya

manusia sejumlah 42 orang PNS (per Desember 2025)

dan sarana prasarana dengan rincian sebagai berikut :
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Sumber Daya Manusia

a. Berdasarkan Pendidikan

HS2
|s1

28 D3

66,67%

Gambar 2.2
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dijelaskan
bahwa dari jumlah 42 PNS di Inspektorat
Kabupaten Wonogiri dengan tingkat pendidikan S2
berjumlah 10 orang atau 24%, kemudian tingkat
pendidikan S1 berjumlah 28 orang atau 67%, dan
tingkat pendidikan D3 berjumlah 4 orang atau 9%.

b. Berdasarkan Golongan

lid
4,88%

Gambar 2.3
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa
golongan tertinggi di Inspektorat Kabupaten Wonogiri
adalah golongan IV/e sejumlah 1 orang (Auditor Ahli
Utama), golongan IV/c sejumlah 4 orang, golongan
IV/b sejumlah S orang, golongan IV/a sejumlah 4

orang, golongan III/d sejumlah 2 orang, golongan III/c
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sejumlah 5 orang, golongan terbanyak adalah
golongan III/b sejumlah 11 orang, golongan III/a
sejumlah 9 orang dan masih terdapat golongan II/c

sejumlah 1 orang.

Berdasarkan Jabatan

10%

Jab.
Administrator
12%

Prakom
9%

PPUPD
14%

Jab. Pelaksana
5%

Jab. Pengawas
48%

Gambar 2.4
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa
dalam menjalankan tugas fungsinya, Inspektorat
Kabupaten Wonogiri dipimpin oleh 1 JPT/ Jabatan
Pimpinan Tinggi (Inspektur), 5 Jabatan Administrator
(1 Sekretaris dan 4 Inspektur Pembantu), 2 orang
Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian), 20 orang
Jabatan Fungsional Auditor, 6 orang Jabatan
Fungsional PPUPD, 4 orang JFT/Jabatan Fungsional
Tertentu (Prakom/Pranata Komputer) dan 4 orang

Jabatan Pelaksana.

d. Berdasarkan Data Pilah Gender

Tabel 2.1
Data SDM Inspektorat Berdasarkan Gender
DATA PILAH TOTAL %
L % P %
1 | Struktural 4| 50 4 50 8 100
2 | Auditor 8| 40 12 60 20 100
3 | PPUPD 4| 67 2 33 6 100
4 | Pelaksana 2| 50 2 50 4 100
S | Pranata Komputer | 1| 25 3 75 4 100
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Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa
perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan pada
hampir setiap jabatan di Inspektorat Kabupaten
Wonogiri diperoleh hasil jika jumlah pegawai
perempuan lebih banyak dengan jumlah 23 orang dan

laki-laki sejumlah 19 orang.

e. Berdasarkan Masa Kerja
Sebagian besar SDM pada Inspektorat Kabupaten
Wonogiri memiliki masa kerja antara 1-5 tahun
terhitung sejak menjadi CPNS dengan jumlah 13 orang
dan sisanya terbagi menjadi beberapa rentang masa

kerja sebagaimana gambar di bawah ini :

26-30 Th
a
10%

6-10 Th

2%

Gambar 2.5
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Masa Kerja

Sarana Prasarana / Perlengkapan (Aset)
Sarana dan prasarana/ aset yang dimiliki Inspektorat
Kabupaten @ Wonogiri untuk mendukung dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah :

a) Tanah seluas :1.111 m2
b) Gedung seluas : 593 m2
c) Kendaraan

1) Kendaraan Roda 4 : 8 unit

2) Kendaraan Roda 2 : Sunit
d) Lemari

1) Lemari Besi : 20 unit
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2) Lemari Kayu : 23 unit

3) Lemari Sorok : 3 unit
e) Filling Cabinet ;8 unit
f) Rak Display ;1 unit
g) Komputer : 8 unit
h) Proyektor : 2 unit
i) Laptop/Notebook : 34 unit
j) Monitor : 8 unit
k) HP/Tablet : 2 unit
1) Kamera ;1 unit
m)Saluran Telepon ;1 unit
n) Ploter ;1 unit
o) Router : 4 unit
p) AC Ruangan : 14 unit
q) Mesin Ketik ;1 unit
r) Printer : 24 unit
s) Scanner ;7 unit
t) Sound System : 1 unit
u) Wireless Amplifier : 2 unit
v) Alat Pemadam Portable : 2 unit
w) Kipas Angin : 3 buah
x) Televisi : 1 buah
y) Kursi

1) Kursi Rapat : 100 unit

2) Kursi Kerja : 45 unit
z) Meja

1) Meja Kerja : 45 buah

2) Meja Kerja Eselon : 7 buah

3) Meja Rapat : 6 buah

4) Meja Kursi Tamu : 3 unit

5) Meja Komputer : 3 buah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Wonogiri 2021 -2026, telah ditetapkan

tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai
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bentuk pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten
Wonogiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya

sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Tujuan 1

Indikator Kinerja

Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Levelling Kapabilitas APIP / (Internal Audit Capacity Models/IACM)

Sasaran 1

Indikator Kinerja

Meningkatnya efektivitas pengawasan

Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM
dalam 1 tahun

Indeks Integritas Daerah

Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas

Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas

O U~ | WIN

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat
Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP

Tujuan 2

Indikator Kinerja

Mewujudkan tata kelola

Inspektorat yang baik

pemerintahan

Nilai kematangan organisasi Inspektorat

Sasaran 2

Indikator Kinerja

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Nilai SAKIP Inspektorat

Indeks profesionalitas ASN Inspektorat

Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan

Jumlah Inovasi Inspektorat

PN~

IKM Inspektorat
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Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa
indikator atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada
Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026
telah mengalami perubahan di Tahun 2024. Perubahan ini
terjadi untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dalam proses Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten
Wonogiri yang dilaksanakan di Tahun 2024 sebagai tindak
lanjut hasil evaluasi sebelumnya terkait reviu dokumen
perencanaan dengan indikator kinerja berorientasi outcome
dan SMART yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi
AKIP  Kabupaten @ Wonogiri  Tahun 2024 Nomor
B/248/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024. Salah
satunya penambahan indikator tujuan atas Indeks Penerapan
Manajemen Risiko yang merupakan indikator turunan dari
indikator sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri
pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang diturunkan menjadi
indikator tujuan Inspektur Kabupaten Wonogiri dan
dicantumkan dalam Lembar Pengendalian Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri
Tahun 2024 yang disusun oleh Bapperida Kabupaten
Wonogiri dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonogiri (terlampir).

Kemudian beberapa indikator sasaran juga dihapuskan
karena dianggap tidak sesuai oleh evaluator dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sehingga hanya menyisakan indikator sasaran atas Level
Maturitas SPIP seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.3

berikut ini :
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Tabel 2.3

Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2025
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Tujuan 1

Indikator Kinerja

Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Levelling Kapabilitas APIP / (Internal Audit Capacity Models/IACM)

dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2 | Indeks Penerapan Manajemen Risiko
Sasaran 1 Indikator Kinerja
Meningkatnya efektivitas pengawasan 1 | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tujuan 2 Indikator Kinerja
Mewujudkan tata kelola pemerintahan | 1 | Nilai kematangan organisasi Inspektorat
Inspektorat yang baik
Sasaran 2 Indikator Kinerja
Meningkatnya kinerja Inspektorat 1 | Nilai SAKIP Inspektorat
2 | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat
3 | Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan
4 | Jumlah Inovasi Inspektorat
S | IKM Inspektorat
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Perubahan atas indikator tujuan dan sasaran ini juga
telah diikuti dengan penetapan Keputusan Inspektur tentang
Perubahan Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten
Wonogiri pada Tahun 2024. Perubahan atas Indikator Kinerja
Utama ini tidak hanya terjadi pada Inspektorat Kabupaten
Wonogiri, namun juga berdampak pada beberapa perangkat
daerah lainnya di Kabupaten Wonogiri. Kemudian atas
indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah disajikan

dalam Tabel 2.4, berikut hasil pencapaian kinerjanya :
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Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target | Target | Target Target Renstra Inspektorat Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Perangkat Daerah NSPK | IKK | Indikator | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lainnya | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025
(1) (2) 3) 4 () (6) (7) (8) &) (10 (1) | (12) | (13) | (14) | (15 } (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2025
A | TUJUAN
1. | Level Kapabilitas APIP 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 n/a 67 67 100 100 n/a
2. | Indeks Penerapan Manajemen Risiko - n/a n/a n/a 2,5 3 n/a n/a n/a 3,023 n/a n/a n/a n/a 120 n/a
3. | Nilai Kematangan Organisasi - 43 43 43 43 43 43 43 42 38 n/a 100 100 98 88 n/a
B | SASARAN
1. | Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang - 0 1 0 n/a n/a 0 1 0 n/a n/a n/a 100 n/a n/a n/a
mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1
tahun
2. | Indeks Integritas Daerah - 60 65 80,85 n/a n/a 84,2 80,84 | 81,20 n/a n/a 140 124 100 n/a n/a
3. | Persentase OPD vyang dilaksanakan - 60 60 0 n/a n/a 60 49 0 n/a n/a 100 82 n/a n/a n/a
PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas
4. | Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 n/a 100 100 100 100 n/a
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5. | Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi - 55 60 100 n/a n/a 58,49 | 92,45 100 n/a n/a 106 154 100 n/a n/a
AKIP BB keatas
6. | Persentase penyelesaian Tindak Lanjut - 95 95 95 n/a n/a 98,3 98,9 98,9 n/a n/a 103 104 104 n/a n/a
Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat
Pengawas Fungsional, baik APIP maupun
APEP
7. | Nilai SAKIP Inspektorat - 78 80 81 82 83 78,94 | 80,06 | 71,96 | 80,25 n/a 101 100 89 98 n/a
8. | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat - 80 82 87 88,5 88,5 71,1 67,25 | 77,39 | 82,46 n/a 89 82 89 93 n/a
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No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target | Target | Target Target Renstra Inspektorat Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Perangkat Daerah NSPK | IKK | Indikator | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lainnya | 2021 | 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2021 2022 | 2023 | 2024 2025
(1) (2) 3) 4 () (6) (7) (8) &) (10 p (1) | (12) | (13) | (14) | (15 } (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
9. | Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen - - - 0 1 2 3 4 0 1 2 3 n/a n/a 100 100 100 n/a
perubahan

10. | Jumlah Inovasi Inspektorat - 0 1 1 0 0 0 1 1 0 n/a n/a 100 100 n/a n/a
11. | IKM Inspektorat - 84 84 85 85 86 83,84 | 84,52 | 8582 85,9 n/a 99,81 101 101 101 n/a
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Berdasarkan data pencapaian kinerja Inspektorat
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2025 seperti yang telah
disajikan dalam Tabel 2.4 berikut pembahasan per indikator

kinerjanya :

1) Indikator Tujuan
a) Level Kapabilitas APIP

Level kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah) adalah tingkat yang menggambarkan
kematangan atau kemampuan dari APIP dalam
menjalankan fungsi pengawasan internal di instansi
pemerintah. Kemudian indikator atas Level Kapabilitas
APIP diperoleh dari Hasil Evaluasi oleh Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas
Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat
Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan setiap tahun
dengan 6 elemen penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.5
Elemen Penilaian Kapabilitas APIP

No. Elemen Level

Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1sd5
Praktik Profesional

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
Budaya dan Hubungan Organisasi
Struktur Tata Kelola

Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan
Kualitas Pengawasan (Result)
6. | Peran dan Layanan 1sd5

GBIWIN =

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa
dalam setiap elemen penilaian masih terdiri dari
beberapa topik, dimana setiap topik dinilai dengan 5
aspek penilaian yaitu aspek formalitas kebijakan, aspek
kualitas kebijakan, aspek implementasi, aspek
perbaikan berkelanjutan dan aspek optimum.

Kemudian pencapaian atas setiap level kapabilitas

APIP dapat dijelaskan sebagai berikut :
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- Level 1: Initial (Peran Pengawasan Tradisional)
Pada level ini, APIP hanya memiliki peran
pengawasan dasar dan minimal, yaitu sebatas
melakukan audit kepatuhan untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan. Fungsi
pengawasan masih bersifat administratif, dan belum
ada upaya  sistematis untuk = memberikan
rekomendasi perbaikan yang lebih strategis.

- Level 2: Infrastructure (Membangun Infrastruktur
Pengawasan)
Di level ini, APIP mulai memiliki standar operasi yang
lebih baik, termasuk metodologi pengawasan yang
lebih formal. Pengawasan mulai difokuskan untuk
mendukung peningkatan kinerja organisasi. Meski
demikian, APIP masih berfokus pada audit
kepatuhan dengan cakupan yang lebih luas.

- Level 3: Integrated (Pengawasan yang Terintegrasi
dengan Manajemen Risiko)
APIP mulai mengintegrasikan pengawasan dengan
sistem manajemen risiko di instansi pemerintah.
Pada level ini, APIP tidak hanya melakukan audit
kepatuhan, tetapi juga menilai bagaimana risiko
dikelola dalam organisasi. Peran APIP menjadi lebih
proaktif dalam memberi masukan terhadap
perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian internal.

- Level 4: Managed (Pengawasan yang Dikelola dengan
Baik)
Di level ini, APIP memiliki kapabilitas yang tinggi
dalam menjalankan pengawasan yang efektif dan
efisien. APIP mulai mampu memberikan rekomendasi
strategis untuk mendukung perbaikan manajemen
kinerja dan manajemen risiko organisasi secara
keseluruhan. Fungsi pengawasan juga mulai lebih
sering berkolaborasi dengan para pemangku

kepentingan lainnya.
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- Level 5: Optimized (Pengawasan yang Optimal dan
Memberikan Nilai Tambah Besar)
Pada level tertinggi ini, APIP berperan secara optimal
dalam mendukung pencapaian tujuan strategis
organisasi pemerintah. Fungsi pengawasan tidak lagi
hanya bersifat evaluatif, tetapi memberikan nilai
tambah yang signifikan dengan memberikan solusi
strategis atas isu-isu manajemen yang kompleks.
APIP di level ini telah mencapai profesionalisme yang
sangat tinggi dan diakui sebagai mitra strategis
dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kemudian dapat disampaikan juga bahwa
pencapaian kinerja atas Level Kapabilitas APIP di
Inspektorat Kabupaten Wonogiri terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2021 sampai
dengan tahun 2024 dengan peningkatan skor
penilaianya sebagai berikut :

Tabel 2.6
Skor Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Tahun Level Skor
2021 2 2,50
2022 2 2,90
2023 3 3,00
2024 3 3,02

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa di
tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP atas
penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat
Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa 3 elemen
penilaian telah berhasil mencapai level 3 sedangkan 3
elemen penilaian lainnya masih berada di level 2. Oleh
karena itu, diperoleh hasil level kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten Wonogiri di tahun 2021 di level
2 dengan skor 2,50.

Kemudian di tahun 2022 terjadi peningkatan
kinerja dengan S5 elemen penilaian telah berhasil

mencapai level 3 dan masih menyisakan 1 elemen
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penilaian (peran dan layanan) yang masih berada di
level 2 sehingga hasil yang diperoleh atas level
kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri di
tahun 2022 masih di level 2. Namun skor penilaian
meningkat menjadi 2,90 atau hampir mendekati 3.

Di tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Wonogiri
akhirnya berhasil mencapai targetnya di Level 3 dengan
skor 3,00 yang artinya semua elemen penilaian (6
elemen penilaian) berada di level 3. Hal ini berhasil
dipertahankan hingga di tahun 2024 dengan
peningkatan skor penilaian menjadi 3,02. Peningkatan
ini terjadi pada elemen penilaian “akuntabilitas dan
manajemen kinerja” dimana salah satu topiknya yaitu
topik “pelaporan kepada manajemen” berhasil meraih
level 4 sehingga terjadi peningkatan skor penilaian
sebesar 0,02 dibanding dengan tahun 2023 meskipun
levelnya masih sama yaitu level 3.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri saat ini berada di
Level 3 dalam kapabilitas APIP, yang menunjukkan
bahwa meskipun kematangan fungsi pengawasan telah
terintegrasi dengan manajemen risiko, masih terdapat
dua level lagi yang perlu dicapai untuk mencapai Level
5, yang merupakan level tertinggi dalam level
kapabilitas APIP. Hal ini menunjukkan bahwa
pencapaian indikator kapabilitas APIP di Inspektorat
Kabupaten Wonogiri masih belum sepenuhnya optimal.
Indikator kapabilitas APIP pada Level 3 menjadi sasaran
yang belum sepenuhnya tercapai dalam rangka
peningkatan kualitas pengawasan internal meskipun
secara target kinerja dalam Renstra 2021-2026 telah
terpenuhi.

Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam
target yang akan ditetapkan pada Renstra berikutnya.
Meskipun kemungkinan target atas level kapabilitas
APIP tetap bertahan pada target di Level 3, namun

masih diperlukan upaya untuk meningkatkan skor
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b)

penilaian dari yang saat ini sebesar 3,02 menuju skor
yang lebih tinggi yang mendekati 4. Peningkatan ini
menjadi langkah penting agar Inspektorat Kabupaten
Wonogiri dapat terus memperkuat perannya dalam tata
kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif, serta
memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam
mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian, indikator kapabilitas APIP
masih menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra
ke depan, dengan fokus pada penguatan strategi dan
upaya untuk meningkatkan skor kapabilitas menuju

level yang lebih tinggi.

Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Indeks Penerapan Manajemen Risiko adalah suatu
ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana
suatu organisasi menerapkan prinsip-prinsip
manajemen  risiko secara efektif. Indeks ini
mencerminkan tingkat kematangan dan kesiapan
organisasi dalam mengidentifikasi, mengelola, dan
memitigasi  risiko yang dapat mempengaruhi
pencapaian tujuan strategisnya.

Hasil indeks penerapan manajemen risiko
diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPKP atas
implementasi manajemen risiko yang tertuang dalam
laporan penilaian maturitas SPIP (Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah), dimana dalam laporan ini tertuang
3 nilai yaitu nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, nilai
Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan nilai Indeks
Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.4
menunjukkan bahwa target atas MRI baru muncul di
tahun ke-4 Renstra atau tahun 2024. Hal ini
dikarenakan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2021-
2023, MRI ini menjadi target sasaran Kepala Daerah
yang tertuang dalam RPJMD. Kemudian atas

rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat proses
Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang
dilaksanakan di Tahun 2024, indikator atas MRI
tersebut diturunkan menjadi indikator tujuan
Inspektur Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu data
yang tertuang di Tabel 2.4 tercantum “n/a” untuk
target dan realisasi di tahun 2021-2023 karena secara
dokumen tidak masuk dalam Renstra Inspektorat
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 maupun
Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2021-2023.

Namun demikian, untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam penentuan indikator tujuan pada
Renstra berikutnya, berikut data realisasi atas MRI
Kabupaten Wonogiri dari tahun 2021-2024 sebagai
berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Nilai MRI Tahun 2021-2024
Kabupaten Wonogiri

Tahun | Nilai MRI Keterangan

2021 2,990 Evaluasi berdasarkan Baseline

2022 2,998 Evaluasi berdasarkan Penilaian
Cepat

2023 2,910 Evaluasi sesuai pedoman
regulasinya

2024 3,023 Evaluasi sesuai pedoman
regulasinya

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa
nilai MRI pada Kabupaten Wonogiri cenderung
meningkat setiap tahunnya meskipun secara nilai
terjadi penurunan di tahun 2023. Namun, hal ini bukan
disebabkan karena terjadinya penurunan Kkinerja
namun hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan
cara evaluasi penilaian MRI.

Di tahun 2021 penilaian dilakukan hanya
menggunakan data baseline dan di tahun 2022,
penilaian dilakukan dengan penilaian cepat sehingga
hasil penilaian di tahun 2021 dan 2022 kurang

mendalam dan menyeluruh. Hal ini yang menyebabkan
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nilai di tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi jika
dibandingkan dengan perolehan nilai di tahun 2023
yang secara penilaiannya telah dilakukan sesuai
ketentuan pedoman regulasinya dalam Peraturan BPKP
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Teritegrasi pada Kementerian/
Lembaga/Pemerintah = Daerah, dengan  evaluasi
penilaian yang mendalam dan menyeluruh.

Kabupaten Wonogiri saat ini memiliki nilai MRI
sebesar 3,023 pada tahun 2024, dengan nilai maksimal
5. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun
manajemen risiko di Kabupaten Wonogiri sudah berada
di level yang cukup baik, namun masih terdapat ruang
untuk perbaikan guna mencapai nilai optimal.

Dengan mendekati pertengahan skala, nilai MRI
3,023 memberikan sinyal bahwa upaya mitigasi risiko
yang ada saat ini cukup efektif, namun masih terdapat
aspek-aspek tertentu yang masih memerlukan
peningkatan. Oleh karena itu, angka ini tetap harus
menjadi perhatian dalam proses perencanaan strategis
jangka menengah dalam penetapan target di Rencana

Strategis (Renstra) berikutnya.

Nilai Kematangan Organisasi

Nilai Kematangan Organisasi adalah ukuran atau
penilaian terhadap sejauh mana suatu organisasi
memiliki proses, sistem, dan kapabilitas yang
terstruktur dan efisien dalam menjalankan fungsinya.
Ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk
mengelola operasional, mencapai tujuan strategis, serta
menghadapi tantangan dan perubahan secara efektif
dan berkelanjutan. Semakin tinggi nilai kematangan
organisasi, semakin baik pula kemampuan organisasi
untuk mengoptimalkan sumber daya, mengelola risiko,
dan meningkatkan kinerja.

Penilaian atas kematangan organisasi ini

dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Kabupaten
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Wonogiri terhadap semua perangkat daerah untuk
kemudian diajukan ke Provinsi Jawa Tengah untuk
mendapatkan hasil verifikasi penilaiannya.

Berdasarkan Tabel 2.4 realisasi nilai kematangan
organisasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri
mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun
2024. Kemudian berdasarkan rekap nilai dalam 11
variabel penilaian kematangan organisasi di tahun
2024 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, masih
terdapat 1 variabel yang mendapat nilai terendah 1
dengan variabel penilaiannya yaitu indikator variabel
analisis kebijakan dan pemecahan masalah.

Dalam variabel analisis kebijakan dan pemecahan
masalah, hanya 3 Perangkat Daerah di Kabupaten
Wonogiri yang berhasil mendapatkan nilai di atas 1
dengan nilai 3, yaitu RSUD dr. Soediran Mangun
Sumarso, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
dan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya
Manusia. Sementara semua perangkat daerah lainnya
termasuk Kecamatan hanya mendapatkan nilai 1.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan
Pengendalian Perangkat Daerah, nilai 1 atau tingkat 1
pada variabel penilaian analisis kebijakan dan
pemecahan masalah dianggap bahwa analisis
kebijakan dan pemecahan masalah dalam organisasi
masih dilakukan secara sederhana dan dengan metode
yang tidak terukur.

Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang Tingkat
Kematangan Organisasi yang berdasarkan Peraturan
Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
dibagi menjadi 5 Tingkat. Penetapan target 43 dan
realisasi 38 di tahun 2024 masih berada dalam rentang
nilai yang sama di Tingkat Kematangan Organisasi

“Tinggi” dengan rentang nilainya 37,1 — 46.
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Namun demikian, hal ini tetap akan menjadi
catatan dan perhatian bagi Inspektorat Kabupaten
Wonogiri untuk melakukan perbaikan atas kekurangan
dalam penilaian kematangan organisasi di masa

mendatang.

2) Indikator Sasaran
a) Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang
mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun

Sejak tahun 2019, Inspektorat Kabupaten
Wonogiri telah melaksanakan asistensi dan monitoring
pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pemerintah
Kabupaten Wonogiri dan berhasil mendapat predikat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atas 1 Perangkat Daerah,
yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonogiri.

Namun di tahun 2020 dan 2021, keberhasilan
tersebut belum dapat tercapai kembali dikarenakan
adanya  perkembangan  atas  penilaian yang
membutuhkan kelengkapan dokumen yang semakin
banyak. Selain itu, pengajuan atas Perangkat Daerah di
tahun tersebut masih terdapat catatan untuk RSUD dr.
Soediran Mangun Sumarso terkait hasil survei layanan
yang belum memuaskan dan perlu ditingkatkan inovasi
terhadap layanannya.

Kemudian pada tahun 2022, Inspektorat
Kabupaten Wonogiri akhirnya mampu membawa
kembali keberhasilan atas 1 Perangkat Daerah dengan
predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonogiri. Keberhasilan ini mengalami
peningkatan dibanding dengan keberhasilan di tahun
2019 dari predikat WBK menjadi predikat WBBM
(predikat tertinggi dalam pembangunan ZI).

Namun di tahun 2023, belum ditentukan kembali
target atas “Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang
mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun”. Hal
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b)

ini dikarenakan pada tahun 2023, Inspektorat
Kabupaten Wonogiri lebih fokus dalam tahap
pembangunan ZI dengan minimal 1 tahun
pelaksanaan, sebelum dapat diajukan sebagai
Perangkat Daerah dengan predikat “WBK”. Oleh karena
itu target atas indikator sasaran ini di tahun 2023
adalah nol atau tidak ada sehingga capaiannya juga
tercantum “n/a”.

Kemudian, di tahun 2024, indikator atas “Jumlah
Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat
WBK/WBBM dalam 1 tahun” dihapuskan dari Indikator
Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk
menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam proses Evaluasi Implementasi AKIP
Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan di Tahun 2024.
Oleh karena itu dalam Tabel 2.4 per tahun 2024-2025,
target dan capaian atas indikator ini tercantum “n/a”
karena sudah tidak digunakan lagi untuk mengukur

kinerja sasaran pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Indeks Integritas Daerah

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah instrumen
yang digunakan untuk mengukur tingkat/risiko
korupsi pada  Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah, khususnya terkait dengan praktik-praktik
etika dan antikorupsi dengan tujuan meningkatkan
kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti
korupsi.

SPI dilakukan untuk memahami sejauh mana
kepatuhan terhadap peraturan, prinsip-prinsip
transparansi, dan akuntabilitas diterapkan, serta
untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi atau
penyalahgunaan wewenang dengan hasil atas
pelaksanaan SPI yaitu rekomendasi perbaikan sistem

pencegahan korupsi.
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Dalam pelaksanaannya, SPI ini diselenggarakan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan
bantuan pihak ketiga untuk melakukan survei
tersebut. Survei dilakukan melalui pengisian kuesioner
yang dikirimkan secara online melalui whatsapp
kepada pihak terkait seperti pihak internal (pegawai),
pihak eksternal (pengguna layanan/penerima manfaat),
dan eksper/pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan SPI di Kabupaten Wonogiri dimulai di
tahun 2021. Berdasarkan data dalam Tabel 2.4 dapat
dijelaskan bahwa realisasi atas SPI Kabupaten Wonogiri
sangat dinamis dengan nilai 84,2 di tahun 2021 dan
turun menjadi 80,84 di tahun 2022 dan meningkat lagi
di tahun 2023 dengan nilai 81,20. Selain dikarenakan
metode penilaian yang semakin terinci dan mendalam,
perubahan nilai SPI setiap tahun juga sangat
bergantung pada persepsi dari pihak terkait yang
mengisi survei tersebut.

Oleh karena alasan tersebut, maka di tahun 2024,
indikator atas SPI dianggap tidak sesuai untuk menjadi
alat ukur kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam = proses Evaluasi
Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang
dilaksanakan di Tahun 2024 sehingga indikator SPI
dihilangkan dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Wonogiri per tahun 2024 sesuai
rekomendasi evaluator. Sebagaimana data yang
tercantum dalam Tabel 2.4 untuk target dan realisasi
SPI di tahun 2024-2025 terisi “n/a” karena sudah tidak
lagi dijadikan indikator pengukuran kinerja sasaran

pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan
mendapat nilai 30 ke atas

Tahun 2020 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada
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Kabupaten Wonogiri atas pelaksanaan Reformasi
Birokrasi tahun 2019 terhadap 10 Perangkat Daerah di
Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Namun belum ada
yang berhasil mendapatkan nilai 30. Hal ini
dikarenakan di tahun 2020 belum ditentukan target
atas penilaian PMPRB sehingga belum dilakukan upaya
pendampingan untuk mencapai nilai PMPRB minimal
30.

Kemudian di tahun 2021 dilakukan kembali
PMPRB atas 15 Perangkat Daerah dengan hasil 9
Perangkat Daerah berhasil mendapatkan nilai dari 30
keatas sehingga realisasi atas indikator “Persentase
OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30
ke atas” adalah 60%. Realisasi ini telah sesuai dengan
targetnya di tahun 2021 sehingga capaian kinerjanya
100%.

Namun di tahun 2022, realisasi atas PMPRB
mengalami penurunan menjadi 49%. Hal ini
dikarenakan rencana target yang ditetapkan sudah
tidak relevan lagi. Rencana target 60% dari 15
Perangkat Daerah yang dilaksanakan PMPRB telah
mengalami perubahan di tahun 2022 mengikuti
perkembangan saat ini menjadi semua Perangkat
Daerah (53 OPD di Kabupaten Wonogiri) untuk
dilaksanakan PMPRB.

Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Wonogiri
telah berupaya untuk mengikuti perkembangan
tersebut dengan hasil 26 Perangkat Daerah telah
berhasil mendapat nilai PMPRB dari 30 keatas sehingga
persentase realisasinya adalah 49% dari 53 Perangkat
Daerah yang dilaksanakan PMPRB. Walaupun
targetnya 60% dan realisasinya masih 49% namun
secara jumlah Perangkat Daerah telah mengalami
peningkatan.

Di tahun 2023, pelaksanaan atas indikator kinerja

sasaran “Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB
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d)

dan mendapat nilai 30 ke atas” tidak dapat terlaksana
karena adanya perubahan regulasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk menghapuskan pelaksanaan PMPRB
dan diganti dengan Evaluasi Internal RB Tahap
Perencanaan dan Pelaksanaan sehingga di tahun 2023
targetnya di nol kan atau tidak ada.

Kemudian di tahun 2024, selain karena alasan
tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses Evaluasi
Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang
dilaksanakan di Tahun 2024 juga merekomendasikan
agar indikator “Persentase OPD yang dilaksanakan
PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas” untuk
dihapuskan dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Wonogiri.

Oleh karena itu, indikator atas “Persentase OPD
yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke
atas” sudah tidak dapat menjadi pertimbangan

indikator kinerja sasaran di Renstra berikutnya.

Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Level maturitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan
tahapan yang digunakan untuk menilai tingkat
efektivitas penerapan SPIP dalam sebuah organisasi
atau instansi pemerintah. SPIP dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian
tujuan instansi pemerintah melalui pengendalian risiko
dan proses yang efektif.

Hasil atas indikator “Level Maturitas
Penyelenggaraan SPIP” diperoleh dari Hasil Evaluasi
oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) yang berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor
5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/
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Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan komponen dan

unsur penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.8
Komponen dan Unsur Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen dan Unsur

Bobot

PENETAPAN TUJUAN
1. Kualitas Sasaran Strategis
2. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran

Strategis

40%

STRUKTUR DAN PROSES

. Lingkungan Pengendalian
. Penilaian Risiko

. Kegiatan Pengendalian

. Informasi dan Komunikasi

a b W N =

. Pemantauan

30%

PENCAPAIAN TUJUAN

1. Efektivitas dan Efisiensi

2. Keandalan Laporan Keuangan
3. Pengamanan atas Aset

4. Ketaatan pada Peraturan

30%

NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

100%

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa

dalam beberapa unsur penilaian tersebut masih terdiri

dari beberapa sub unsur penilaian, dimana total atas

penilaian tersebut menjadi skor nilai atas Maturitas

Penyelenggaraan SPIP yang dibagi dalam S tingkatan

level dengan interval skor penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Interval Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP
No. Level Maturitas Interval Skor
1 | Level 1 : Rintisan 1,00 < Skor <2,00
2 | Level 2 : Berkembang 2,00 < Skor <3,00
3 | Level 3 : Terdefinisi 3,00 < Skor <4,00
4 | Level 4 : Terkelola dan 4,00 < Skor <4,50
Terukur
S | Level 5 : Optimum > 4,50
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Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dijelaskan secara

ringkas untuk pencapaian atas setiap level Maturitas

Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :

Level 1 : Rintisan

Organisasi belum mampu mendefinisikan
kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan
pengendaliannya.

Level 2 : Berkembang

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya
dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya
masih belum relevan serta pelaksanaan
pengendalian masih sebatas pemenuhan.

Level 3 : Terdefinisi

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya
dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah
relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan
pengendalian telah dilaksanakan namun belum
efektif.

Level 4 : Terkelola dan Terukur

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya
dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah
relevan dan terintegrasi, struktur dan proses
pengendalian telah efektif namun belum adaptif
terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Level 5 : Optimum

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya
dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah
relevan dan terintegrasi, struktur dan proses
pengendalian telah efektif untuk memastikan
pencapaian tujuan organisasi serta adaptif terhadap

perubahan lingkungan organisasi.

Kemudian dapat disampaikan juga bahwa

berdasarkan data dalam Tabel 2.4 untuk pencapaian

kinerja sasaran atas Level Maturitas Penyelenggaraan

SPIP di Kabupaten Wonogiri selalu sama di Level 3 sejak
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tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan
peningkatan skor penilaianya sebagai berikut :
Tabel 2.10

Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Tahun 2021-2024 pada Kabupaten Wonogiri

Tahun | Level | Skor Keterangan
2021 3 3,280 | Evaluasi berdasarkan
Baseline

2022 3 3,099 | Evaluasi berdasarkan
Penilaian Cepat

2023 3 3,015 | Evaluasi sesuai pedoman
regulasinya

2024 3 3,161 | Evaluasi sesuai pedoman
regulasinya

Berdasarkan Tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa
skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten
Wonogiri cenderung meningkat setiap tahunnya
meskipun secara skor terjadi penurunan di tahun
2023. Namun, hal ini bukan disebabkan karena
terjadinya penurunan kinerja namun hal tersebut
terjadi karena adanya perbedaan cara evaluasi
penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Di tahun 2021 penilaian dilakukan hanya
menggunakan data baseline dan di tahun 2022,
penilaian dilakukan dengan penilaian cepat sehingga
hasil penilaian di tahun 2021 dan 2022 kurang
mendalam dan menyeluruh. Hal ini yang menyebabkan
nilai di tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi jika
dibandingkan dengan perolehan nilai di tahun 2023
yang secara penilaiannya telah dilakukan sesuai
ketentuan pedoman regulasinya dalam Peraturan BPKP
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Teritegrasi pada Kementerian/
Lembaga/Pemerintah = Daerah, dengan evaluasi
penilaian yang mendalam dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi terbaru di tahun 2024
terhadap penerapan SPIP di Kabupaten Wonogiri,

diperoleh hasil bahwa tingkat maturitas
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penyelenggaraan SPIP saat ini berada pada Level 3
dengan skor 3,161. Hal ini menunjukkan bahwa
Kabupaten Wonogiri telah mencapai tahap Terdefinisi
dalam penerapan SPIP.

Pada Level 3, instansi pemerintah di Kabupaten
Wonogiri sudah memiliki prosedur dan kebijakan
pengendalian internal yang cukup jelas dan
terdokumentasi. Proses pengendalian telah mulai
diterapkan secara konsisten di seluruh instansi namun
belum semua pelaksanaan pengendaliannya efektif.
Artinya, meskipun kemajuan signifikan telah dicapai,
masih terdapat area-area yang masih memerlukan
perbaikan lebih lanjut.

Dengan skor 3,161, pencapaian ini dapat
dikategorikan sebagai "belum = optimal" jika
dibandingkan dengan skor tertinggi di Level 5. Dalam
konteks ini, penting untuk mempertimbangkan
pencapaian maturitas SPIP ini sebagai salah satu faktor
dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra) pada
periode berikutnya.

Oleh karena itu, langkah-langkah ke depan harus
diarahkan pada peningkatan ke level maturitas yang
lebih tinggi, yaitu Level 4 (Terkelola dan Terukur). Pada
level ini, SPIP akan lebih terintegrasi dan terukur,
dengan evaluasi rutin serta tindakan perbaikan yang

dilakukan secara sistematis.

Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB
keatas

Berdasarkan data dari internal Inspektorat
Kabupaten Wonogiri sebagai evaluator AKIP seluruh
Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh
hasil bahwa realisasi atas nilai AKIP OPD dari tahun
2021 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami
peningkatan seperti yang ditampilkan pada tabel 2.4.
Keberhasilan atas peningkatan capaian ini merupakan

hasil kerjasama dan koordinasi yang baik antara
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Inspektorat Kabupaten Wonogiri dan Perangkat Daerah
dalam berkomitmen bersama demi meningkatkan nilai
AKIP Kabupaten Wonogiri. Kesadaran dan pemahaman
Perangkat Daerah akan implementasi AKIP juga
mengalami peningkatan sehingga meningkatkan nilai
AKIP di Perangkat Daerah.

Di tahun 2021 atas indikator “Persentase OPD
dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas” ditargetkan
55% dari total 53 Perangkat Daerah dan realisasinya
tercapai hingga 58,49%. Persentase ini terus meningkat
setiap tahunnya dengan realisasi di tahun 2022 yaitu
92,45% dan berhasil mencapai realisasi 100% di tahun
2023. Hal ini berarti di tahun 2023, nilai atas evaluasi
AKIP pada 53 Perangkat Daerah berhasil mendapatkan
kategori mulai dari BB ke atas.

Keberhasilan 100% itu berlanjut hingga di tahun
2024 sehingga indikator atas “Persentase OPD dengan
Hasil Evaluasi AKIP BB keatas” sudah tidak relevan lagi
karena telah tercapai realisasinya 100% sejak tahun
2023. Selain karena alasan tersebut, atas rekomendasi
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi  dalam = proses Evaluasi
Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang
dilaksanakan di Tahun 2024, indikator atas
“Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB
keatas” dihapuskan dari Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Oleh karena itu di dalam Tabel 2.4 untuk target
dan realisasi di tahun 2024-2025 terisi “n/a” karena
indikator atas “Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi
AKIP BB keatas” sudah tidak masuk sebagai indikator

kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
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f) Persentase penyelesaian Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas
Fungsional, baik APIP maupun APEP

Indikator atas “Persentase penyelesaian Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat
Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP”
merupakan tolok ukur kinerja atas penyelesaian
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP)
dari APIP (Inspektorat Kabupaten Wonogiri dan
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah) dan Badan
Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah.

Monitoring atas penyelesaian TLRHP dilaksanakan
setiap semester dengan dilakukan sinkronisasi ke
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan Berita Acara
Semester [ dan II atas penyelesaian tindak lanjutnya
dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan laporan
TLRHP Semester I dan II dari BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah.

Hasil sinkronisasi ini menjadi dasar dalam
menentukan presentase penyelesaian TLRHP setiap
tahunnya seperti yang disajikan dalam Tabel 2.4
dengan capaian kinerja sekitar 103% setiap tahun dari
tahun 2021-2023.

Kemudian, sama halnya dengan beberapa
indikator sasaran lain sebelumnya, untuk indikator
atas  “Persentase penyelesaian Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas
Fungsional, baik APIP maupun APEP” juga dihapuskan
dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten
Wonogiri di tahun 2024 karena menindaklanjuti
rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses
Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang

dilaksanakan di Tahun 2024.
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g)

h)

Nilai SAKIP Inspektorat

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) Inspektorat Kabupaten Wonogiri
merupakan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di
Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan evaluator dari
SDM Pengawas di Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan data dalam Tabel 2.4 dapat dijelaskan
bahwa per tahun 2023 nilai atas evaluasi AKIP
Inspektorat Kabupaten Wonogiri mengalami
penurunan.

Hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan
regulasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang berdampak pada metode
evaluasi/lembar  kerja evaluasi (LKE) dalam
pelaksanaan penilaian evaluasi AKIP di tahun 2023
sehingga nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri di
tahun 2023 mengalami penurunan dan belum dapat
mencapai targetnya.

Penurunan nilai AKIP di tahun 2023 tidak hanya
berdampak pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri tapi
juga pada Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten
Wonogiri. Namun penurunan ini telah berhasil diatasi
dengan peningkatan nilai AKIP Inspektorat Kabupaten
Wonogiri di tahun 2024, meskipun belum berhasil
mencapai target yang ditetapkan pada Renstra tahun

2021-2026.

Indeks profesionalitas ASN Inspektorat

Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah alat
ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai
tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di
instansi pemerintahan. Indeks ini dikembangkan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk memastikan

ASN memiliki kompetensi, kinerja, integritas, dan
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akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan standar yang diharapkan.

Penilaian terhadap profesionalitas ASN ini penting
karena ASN memegang peran strategis dalam
menjalankan kebijakan publik dan memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya indeks
ini, pemerintah dapat memantau dan meningkatkan
kualitas ASN untuk mencapai birokrasi yang berdaya
saing, efektif, dan efisien. Secara keseluruhan, Indeks
Profesionalitas ASN merupakan instrumen penting
dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur
yang profesional, kompeten, dan akuntabel dalam
mendukung pelayanan publik yang berkualitas dengan
aspek utama dalam penilaiannya sebagai berikut :

- Kualifikasi Pendidikan
ASN dinilai berdasarkan kualifikasi pendidikan yang
sesuai dengan jabatan yang diembannya. Semakin
tinggi tingkat pendidikan dan relevansi keilmuan
dengan tugas pokok dan fungsi jabatan, maka akan
semakin tinggi nilai yang diberikan.

- Kompetensi
Kompetensi ASN dinilai berdasarkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas dengan efektif. Ini mencakup
kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural
yang harus dimiliki oleh ASN agar mampu
menghadapi tantangan di tempat kerja. Kompetensi
ini seringkali diukur melalui pelatihan, sertifikasi,
dan evaluasi kinerja.

- Kinerja
Kinerja ASN diukur melalui pencapaian terhadap
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan indikator-
indikator keberhasilan lainnya yang relevan dengan
tanggung jawabnya. Semakin baik pencapaian
kinerja ASN dalam pelaksanaan tugas, maka

semakin tinggi nilai indeks profesionalitasnya.
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- Disiplin
Aspek ini menilai kepatuhan ASN terhadap peraturan
perundang-undangan, kode etik ASN, serta
komitmennya dalam menjaga integritas dan
tanggung jawab dalam bekerja. ASN yang konsisten
dalam disiplin kerja dan berperilaku sesuai dengan
standar etika akan mendapatkan nilai tinggi dalam

aspek ini.

Berdasarkan data dalam Tabel 2.4, terakhir di
tahun 2024 untuk capaian kinerja IPASN Inspektorat
Kabupaten Wonogiri berada pada angka 93,2% dari
target yang diharapkan. Hasil ini mengindikasikan
bahwa tingkat profesionalitas ASN sudah baik, namun
belum mencapai tingkat yang ideal seperti target yang
telah ditetapkan. Masih terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi seperti kurangnya pelatihan
berkelanjutan, keterbatasan sumber daya dan
kebutuhan akan peningkatan kompetensi teknis dan

manajerial.

Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen
perubahan

Agen perubahan yang dirancang oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi adalah ASN yang dipilih dan ditunjuk oleh
pimpinan di instansi pemerintah untuk memimpin
perubahan, mempercepat pelaksanaan reformasi
birokrasi, serta memastikan adanya perbaikan
berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Agen
perubahan berperan dalam mendorong transformasi
budaya kerja, sistem, dan kebijakan agar lebih efektif,
efisien, serta transparan. Secara keseluruhan, peran
agen perubahan adalah membantu mewujudkan
reformasi  birokrasi yang  berkelanjutan dan

membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik,
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sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejak tahun 2022, Inspektorat Kabupaten
Wonogiri telah menetapkan agen perubahan yang
berasal dari ASN di Inspektorat Kabupaten Wonogiri
dengan penetapan dimulai dari Inspektur yang
kemudian diteruskan ke Sekretaris dan Inspektur
Pembantu setiap tahunnya sehingga per tahun 2024,
jumlah agen perubahan di Inspektorat Kabupaten
Wonogiri ada 3 (Inspektur, Sekretaris dan Inspektur
Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah).

Agen perubahan di Inspektorat Kabupaten
Wonogiri memiliki peran untuk melihat permasalahan/
hambatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Wonogiri
yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas yang
mendukung pencapaian tujuan untuk kemudian
ditemukan penyelesaiannya melalui proyek perubahan
yang disusun. Berikut adalah proyek perubahan yang
telah disusun oleh agen perubahan di Inspektorat
Kabupaten Wonogiri :

- Peningkatan Level Kapabilitas APIP

- Pendampingan dan Penjaminan Kualitas Maturitas
Penyelenggaraan SPIP sesuai pedoman dalam
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

- Percepatan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah

- Integrasi Penilaian Risiko Kecurangan melalui SPIP

- Percepatan Pemantauan Hasil Tindak Lanjut
Pengawasan pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah

- Peningkatan Kualitas Sarana Ruang Kerja

Proyek perubahan yang sudah ada tersebut akan
terus bertambah atau dikembangkan setiap tahunnya
oleh agen perubahan yang ditunjuk sehingga tujuan
atas pembentukan agen perubahan pada instansi

pemerintahan dapat tercapai, yaitu untuk

54



J)

meningkatkan layanan dengan peningkatan tata kelola

di instansi pemerintahan.

Jumlah Inovasi Inspektorat

Inovasi adalah proses menciptakan,
mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru yang
menghasilkan solusi atau produk yang lebih baik, lebih
efisien, atau lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan
atau memecahkan masalah. Sejak tahun 2021 setiap
inovasi pada Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri
diwajibkan untuk didaftarkan melalui aplikasi Gerbang
Indah Wonogiri.

Aplikasi Gerbang Indah Wonogiri adalah aplikasi
yang dikembangkan oleh Bapperida Kabupaten
Wonogiri melalui pihak ketiga untuk menampung
semua inovasi baik dari Perangkat Daerah, Unit Kerja
maupun Masyarakat. Dalam aplikasi tersebut telah
dirancang dengan penilaian yang bertujuan untuk
memilih inovasi dengan nilai tertinggi atau yang layak
untuk didaftarkan dalam IGA (Innovative Government
Award) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam
Negeri.

Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut,
semua Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri
diwajibkan memasukkan indikator atas “Jumlah
Inovasi” di dalam Renstra masing-masing. Inspektorat
Kabupaten Wonogiri mendaftarkan inovasi terkait
Layanan Pengaduan  Digital melalui Website
Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Indikator jumlah inovasi Inspektorat dari tahun
2021-2025 sesuai data dalam Tabel 2.4 adalah 2
inovasi. Hal tersebut telah sesuai dengan yang
ditargetkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021-2026. Tahun 2021, Inspektorat
Kabupaten Wonogiri mendaftarkan Layanan
Pengaduan Digital melalui Website Inspektorat

Kabupaten Wonogiri ke aplikasi Gerbang Indah
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Wonogiri sebagai inovasi dalam tahap inisiasi.
Kemudian di tahun 2022, didaftarkan kembali dengan
tahap Uji Coba. Kemudian di tahun 2023 baru
didaftarkan sebagai implementasi inovasi yang sudah
berjalan hingga di tahun 2024 masih didaftarkan
kembali dengan pengembangan di dalamnya.

Formulasi perhitungan jumlah inovasi di
Inspektorat Kabupaten Wonogiri dari tahun 2021-2026
sebanyak 2 inovasi diperhitungkan dari 1 inovasi di
tahun 2023 atas implementasi inovasi layanan
pengaduan digital. Kemudian 1 inovasi di tahun 2024
atas pengembangan inovasi yang telah didaftarkan di
tahun 2023.

Terkait indikator jumlah inovasi dalam Renstra
2021-2026 merupakan indikator yang diwajibkan ke
semua Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri untuk
mendukung keberhasilan IGA. Namun demikian, jika
dikaitkan dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik) yang  digagas oleh  Kementerian
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, di
tahun 2023 telah mulai disusun rencana untuk
mengintegrasikan semua inovasi digital pada
Pemerintah Daerah melalui penyusunan Arsitektur To
Be yang mengharuskan Pemerintah  Daerah
memberikan informasi terkait semua inovasi digital
yang dimiliki mulai dari arsitektur proses bisnis,
layanan, data informasi dan arsitektur aplikasinya. Hal
tersebut dimaksudkan untuk memunculkan integrasi
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh
karena itu, hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam
mementukan target jumlah inovasi di Renstra
berikutnya jika indikator ini masih menjadi indikator
wajib di semua Perangkat Daerah di Kabupaten

Wonogiri.
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k) IKM Inspektorat

Indikator IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)
adalah indikator dengan hasil yang diperoleh dari
laporan survei kepuasan masyarakat yang digagas oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari upaya
pemerintah untuk mengukur dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, pengguna
layanan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri diisi oleh
Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Desa di Kabupaten
Wonogiri.

Berdasarkan data IKM Inspektorat Kabupaten
Wonogiri yang telah tersaji dalam Tabel 2.4 secara
keseluruhan, kinerja Inspektorat dalam meningkatkan
kepuasan masyarakat melalui IKM menunjukkan tren
yang positif. Meskipun realisasi IKM pada tahun 2021
sedikit di bawah target, perbaikan signifikan tercapai
pada tahun-tahun berikutnya, dengan realisasi yang
melampaui target pada tahun 2022 hingga 2024. Rasio
capaian yang stabil di atas 100% sejak tahun 2022 juga
menjadi bukti komitmen Inspektorat Kabupaten
Wonogiri dalam memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada mitra pengawasan (Perangkat Daerah, Unit
Kerja dan Desa).

Perbaikan proses pelayanan berperan penting
dalam peningkatan IKM ini. Dengan target IKM yang
lebih tinggi di tahun 2025, diharapkan Inspektorat
Kabupaten Wonogiri terus melakukan inovasi dan
menjaga kualitas pelayanan publik untuk memenuhi
harapan publik yang semakin meningkat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Wonogiri didukung oleh 3
Program yaitu 1 Program Urusan dan 2 Program Non Urusan
sebagai berikut :

1. Program Non Urusan, yaitu Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan
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2. Program Urusan, yaitu :
a) Program Penyelenggaraan Pengawasan dan
b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan

Asistensi

Kemudian untuk penganggaran dan realisasi atas 3
Program tersebut dapat disampaikan datanya secara rinci

pada Tabel 2.11 sebagai berikut :
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Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No Uraian Anggaran Realisasi Ketercapaian Rata-Rata
Pertumbuhan
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Ang Rea
garan lisasi
1 | Program 8.589.643.833 | 8.300.096.271 7.327.286.846 | 7.669.040.806 6.749.391.716 | 6.198.493.650 | 6.115.727.264 | 6.559.869.959 79% | 75% | 83% | 86% | -3,48% | -0,75%
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program 350.603.345 406.900.000 364.822.856 440.444.900 234.711.126 354.131.551 327.528.458 404.235.964 67% | 87% | 90% | 92% 8,81% | 22,26%
Penyelenggaraan
Pengawasan
3 | Program 325.168.833 315.505.176 339.497.088 324.561.150 228.745.065 299.536.502 296.164.522 318.547.826 70% | 95% | 87% | 98% 0,08% | 12,46%
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan
dan Asistensi
TOTAL BELANJA 9.265.416.011 | 9.022.501.447 | 8.031.606.790 | 8.434.046.856 | 7.212.847.907 | 6.852.161.703 | 6.739.420.244 | 7.282.653.749 | 78% | 76% | 84% | 86% | -11,9% | -10,8%
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Berdasarkan data pada Tabel 2.11 dapat disampaikan

terkait kinerja keuangan untuk penganggaran dan realisasi

atas 3 Program yang dijalankan di tahun 2021-2024 sebagai

berikut :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Berdasarkan data pada Tabel 2.11 dapat disampaikan
bahwa secara rata-rata pertumbuhan anggaran maupun
realisasi dari tahun 2021-2024 cenderung menurun
setiap tahunnya dengan sedikit peningkatan pada tahun
2024. Namun dari sisi penyerapan dimana realisasi telah
dibandingkan dengan anggarannya diperoleh hasil bahwa
tren penyerapan pada Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota cenderung
meningkat dari tahun 2021 dengan penyerapan 79%
menjadi 86% di tahun 2024.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Berdasarkan data pada Tabel 2.11 dapat disampaikan
bahwa anggaran atas Program Penyelenggaraan
Pengawasan dari tahun 2021-2024 cenderung meningkat
setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhannya
8,81%. Hal ini diikuti dengan realisasinya yang juga
meningkat dengan rata-rata pertumbuhannya 22,26%.
Kemudian dari sisi penyerapan juga meningkat cukup
signifikan dari penyerapan sebesar 67% di tahun 2021
menjadi 92% di tahun 2024.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat disampaikan bahwa terjadi
peningkatan atas anggaran dan realisasi Program
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
dengan rata-rata pertumbuhan penganggarannya sebesar
0,08% dan realisasinya sebesar 12,46%. Kemudian untuk
penyerapan juga meningkat dari penyerapan 70% di

tahun 2021 menjadi 98% di tahun 2024.
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2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

Peluang adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan
untuk mencapai kemajuan atau hasil yang lebih baik,
sementara tantangan adalah hambatan yang harus diatasi
dalam proses pencapaian tersebut. Dalam lima tahun ke
depan, Inspektorat Daerah dihadapkan pada tantangan
perubahan dinamika regulasi dan tuntutan masyarakat yang
semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas
dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu tantangan besar
yang dihadapi adalah bagaimana Inspektorat Daerah dapat
meningkatkan peran pengawasan yang efektif, serta mampu
mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih dan
profesional di lingkungan pemerintah daerah.

Tantangan lainnya adalah bagaimana Inspektorat
dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi,
yang terus berkembang pesat dan menuntut perubahan
dalam sistem pengawasan dan pelaporan. Digitalisasi proses
pengawasan dan pelaporan menjadi kebutuhan yang
mendesak, karena selain dapat meningkatkan efisiensi, hal
ini juga dapat mendukung keterbukaan informasi publik.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang
besar bagi Inspektorat Daerah wuntuk menjadi motor
penggerak reformasi birokrasi yang lebih baik. Dengan
memanfaatkan teknologi dan melakukan penguatan
kapasitas sumber daya manusia, Inspektorat Daerah dapat
meningkatkan  efektivitas pengawasan dan mampu
memberikan rekomendasi yang tepat sasaran bagi
peningkatan kinerja perangkat daerah.

Peluang lain yang harus dimanfaatkan adalah adanya
komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk
mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih. Dengan adanya dukungan ini, Inspektorat Daerah
dapat lebih leluasa dalam menjalankan fungsinya untuk
memastikan implementasi kebijakan publik yang lebih

transparan dan akuntabel.
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Dalam hal ini, Inspektorat Daerah harus mampu
menyajikan proses pengawasan dan evaluasi yang efektif
untuk meningkatkan kinerja di daerah. Di sisi lain,
Inspektorat Daerah juga perlu mendorong kolaborasi yang
lebih intensif dengan instansi terkait untuk menciptakan
sinergi dalam pengawasan internal yang lebih terintegrasi dan
menyeluruh.

Berdasarkan wuraian tersebut dapat disimpulkan
beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk lima tahun ke depan
adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

a) Perubahan Dinamika Regulasi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang
dinamis dan memastikan setiap perubahan tersebut
diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

b) Tuntutan Masyarakat yang Semakin Kritis
Masyarakat semakin kritis terhadap transparansi dan
akuntabilitas, sehingga Inspektorat Kabupaten
Wonogiri dihadapkan pada tantangan untuk
memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan
tata kelola yang baik dan bersih. Dalam hal ini
Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan mampu
memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
daerah.

c) Penguatan Peran Pengawasan yang Efektif
Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mampu
meningkatkan peran pengawasannya untuk
mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan di
lingkungan pemerintahan daerah. Dalam hal ini
Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat
memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi instansi pemerintah serta
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memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi Informasi
Inspektorat Kabupaten = Wonogiri menghadapi
tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan
teknologi informasi, khususnya dalam digitalisasi
proses pengawasan dan pelaporan yang lebih efisien
dan transparan.

Mendorong Budaya Kerja yang Bersih, Profesional dan
Berintegritas

Salah satu tantangan yang dihadapi Inspektorat
Kabupaten Wonogiri adalah mendorong terwujudnya
budaya kerja yang bersih, profesional, dan
berintegritas di seluruh lingkungan Pemerintah
Daerah. Hal ini mencakup upaya untuk menanamkan
nilai-nilai antikorupsi, meningkatkan etika pelayanan
publik, serta memperkuat komitmen seluruh aparatur
terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan
dan akuntabel.

Penurunan Kuantitas SDM

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah dampak dari
regulasi terkait perampingan struktur organisasi yang
berimplikasi pada penurunan jumlah sumber daya
manusia (SDM). Kebijakan ini menyebabkan
keterbatasan dalam jumlah auditor, pejabat
fungsional, serta tenaga pendukung lainnya yang
sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi
pengawasan secara optimal. Kondisi ini berpotensi
menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas
pengawasan, pembinaan, dan pengendalian intern,
terutama dalam menghadapi kompleksitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus
berkembang. Dalam situasi ini, Inspektorat dituntut

untuk mampu mengelola sumber daya yang tersedia
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secara lebih efisien, serta mendorong peningkatan
kapasitas dan produktivitas pegawai agar tetap mampu
menjawab tuntutan tugas dan tanggung jawab yang

semakin berat.

2. Peluang

a)

b)

d)

Pemanfaatan Teknologi

Dengan digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan,
Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memanfaatkan
teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja,
transparansi, serta keterbukaan informasi publik.
Penguatan Kapasitas SDM

Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki peluang
untuk meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia, baik melalui pelatihan, pengembangan
kompetensi, maupun adopsi teknologi, yang dapat
mendukung peningkatan efektivitas pengawasan.
Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah
Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih memberikan peluang
bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk lebih
optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Peningkatan Peran dalam Reformasi Birokrasi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat menjadi motor
penggerak reformasi birokrasi dengan
mengedepankan pengawasan dan evaluasi yang
efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan
pelayanan pemerintah daerah secara keseluruhan.
Kolaborasi dan Sinergi dengan Instansi Terkait
Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memanfaatkan
peluang untuk membangun kolaborasi yang lebih
kuat dengan instansi terkait, menciptakan
pengawasan internal yang lebih terintegrasi, serta
memperkuat sinergi dalam tata kelola pemerintahan

yang baik.
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2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Proses reformasi birokrasi dalam
pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari situasi,
kondisi, serta dampak lingkungan strategis yang
mempengaruhi jalannya pemerintahan. Interaksi dari
berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya,
dan keamanan turut berperan dalam membentuk
dinamika tersebut. Lingkungan strategis ini, di satu
sisi, bisa memberikan dampak positif, namun di sisi
lain juga dapat menimbulkan dampak negatif yang
menyebabkan situasi menjadi lebih kompleks.
Akibatnya, muncul berbagai isu, permasalahan, serta
kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Salah satu dampak dari perubahan lingkungan
strategis ini adalah meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini membawa konsekuensi berupa
semakin kuatnya pengawasan masyarakat terhadap
kinerja pemerintahan, disertai dengan tuntutan
publik yang lebih besar terhadap transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu, identifikasi masalah yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat menjadi
penting sebagai langkah awal dalam meningkatkan
kualitas pengawasan. Hasil identifikasi tersebut

disajikan dalam tabel berikut :
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Tabel 2.12

Identifikasi Permasalahan

Masalah Masalah Akar Masalah
Pokok
Kapabilitas | Secara target di akhir Renstra sudah terpenuhi dengan | 1. Kapasitas SDM dan Porsi Penganggaran APIP yang belum optimal
APIP pencapaian Level 3 di tahun 2023 dan 2024. Namun | 2. Belum semua auditor memenuhi minimal jumlah jam pelatihan 120 jam/tahun
dari laporan hasil evaluasi penilaian Kapabilitas APIP | 3. Kualitas audit ketaatan yang belum optimal karena langkah kerja pengawasan
masih dijumpai Area of Improvement (Aol) yang perlu belum sepenuhnya berbasis risiko
menjadi perhatian. 4. Kualitas audit kinerja belum optimal karena belum lintas sektoral sehingga
belum menghasilkan rekomendasi strategis
S. Jasa konsultasi yang belum optimal karena belum berbasis risiko (belum
tercapai early warning system) dan belum terdapat rencana aksi perbaikan
setelah konsultasi
Penerapan Meskipun telah berhasil mencapai Indeks 3,023 di | Pembinaan dan pendampingan manajemen risiko kepada OPD perlu ditingkatkan
Mapajemen tahun 2024 tapi berdasarkan hasil evaluasi | lagi dengan fokus pada penajaman analisis risiko agar sesuai dengan titik kritis
Risiko penyelenggaraan maturitas SPIP Terintegrasi masih | permasalahan di lapangan, terintegrasi dengan proses bisnis dan memperhatikan
perlu dilakukan peningkatan pengelolaan risiko. risiko kecurangan kemitraan internal maupun eksternal serta berfokus pada
pengendalian yang efektif melalui pemantauan RTP (Rencana Tindak
Pengendalian).
Maturitas Secara target di akhir Renstra telah terpenuhi dengan | Belum optimalnya peran asesor dalam SPIP Terintegrasi menjadi salah satu
SPIP pencapaian Level 3. Namun berdasarkan hasil evaluasi

atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi masih
dijumpai permasalahan yang perlu menjadi perhatian
untuk meningkatkan Level Maturitas SPIP di Renstra
berikutnya.

hambatan utama dalam penjaminan kualitas penilaian mandiri. Keterbatasan
kompetensi dan keterlibatan asesor menyebabkan hasil penilaian kurang akurat
dan indikator kinerja yang disusun belum sepenuhnya terukur. Kondisi ini
berdampak pada lemahnya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah.
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2.2.2 Telaah Dokumen Lainnya
1. Telaah RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan nasional jangka menengah
yang memuat arah kebijakan, strategi, dan sasaran
pembangunan selama lima tahun. RPJMN 2025-2029
dirancang untuk mendukung tercapainya visi Indonesia
Emas 2045, dengan menitikberatkan pada transformasi
sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih
efektif, bersih, dan akuntabel.

Salah satu pilar utama dalam RPJMN 2025-2029
adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), yang antara lain mencakup
peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, serta pemberantasan korupsi
dan penguatan pengawasan internal pemerintah. Dalam
konteks ini, peran Inspektorat Daerah menjadi sangat
strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) yang memiliki fungsi utama dalam memastikan
efektivitas sistem pengendalian intern, pelaksanaan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan
lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RPJMN juga menggarisbawahi pentingnya
transformasi kelembagaan APIP untuk menjadi katalis
peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
berintegritas. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah,
pembinaan kepada perangkat daerah, serta penjaminan
mutu terhadap kinerja dan akuntabilitas perangkat
daerah.

Adapun beberapa arah kebijakan dalam RPJMN
2025-2029 yang relevan dan selaras dengan peran

Inspektorat Daerah antara lain:
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a.

d.

Penguatan Pengawasan Intern Pemerintah
Mendorong peningkatan kapasitas APIP untuk
mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi melalui
penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan
teknologi informasi. Hal ini menjadi dasar bagi
Inspektorat Daerah untuk terus melakukan
transformasi agar mampu memberikan layanan
pengawasan yang independen, profesional, dan
bernilai tambah.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi
Pemerintah

Inspektorat Daerah berperan dalam memberikan
assurance dan consulting untuk memastikan bahwa
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah selaras dengan prinsip efektivitas,
efisiensi, dan akuntabilitas.

Pencegahan dan Deteksi Dini terhadap Penyimpangan
melalui audit, reviu, dan evaluasi

Inspektorat Daerah berperan dalam mendeteksi dini
potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi
perbaikan kepada perangkat daerah guna mendorong
tata kelola yang transparan dan bebas dari praktik
korupsi.

Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)

Inspektorat Daerah bertanggung jawab dalam
pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi
SPIP pada seluruh perangkat daerah sebagai bagian
dari strategi nasional dalam mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dalam

RPJMN 2025-2029, Inspektorat Daerah Kabupaten
Wonogiri perlu menyelaraskan strategi dan program kerja
dalam Renstra 2025-2029 agar mampu mendukung

pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui fungsi
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pengawasan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada
peningkatan kinerja serta integritas penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten
Wonogiri Tahun 2025-2029 perlu diselaraskan dengan
arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. RPJMD
Provinsi menempatkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu
prioritas pembangunan, dengan menekankan penguatan
integritas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik. Telaah terhadap dokumen ini menjadi penting agar
strategi dan program pengawasan yang dirumuskan
Inspektorat Kabupaten sejalan dengan arah pembangunan
provinsi.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi, salah satu
sasaran utama adalah terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN). Hal ini menuntut peran Inspektorat
Kabupaten untuk memperkuat pengawasan internal,
meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern
pemerintah  (SPIP), serta mendorong  penerapan
manajemen risiko di setiap perangkat daerah. Dengan
demikian, Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus
mampu merespons kebutuhan tersebut melalui program
yang mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja
pemerintahan daerah.

Selain itu, RPJMD Provinsi Jawa Tengah
menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam fungsi
pengawasan. Inspektorat Kabupaten perlu
menindaklanjuti hal ini dengan mengembangkan inovasi
pengawasan berbasis digital, memperkuat mekanisme
pelaporan secara elektronik, serta mendorong partisipasi

masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Hal ini
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akan semakin memperkuat transparansi dan keterbukaan
informasi publik.

Lebih lanjut, RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga
menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas SDM
aparatur, khususnya Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, Renstra Inspektorat
Kabupaten Wonogiri harus mengakomodasi strategi
pengembangan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi
auditor, dan program pembinaan berkelanjutan. Dengan
penguatan SDM pengawasan, Inspektorat Kabupaten
Wonogiri dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis
bagi perangkat daerah dalam menanamkan budaya
integritas dan mewujudkan pelayanan publik yang

berkualitas.

3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

VISI KABUPATEN WONOGIRI 2025-2029

(Sesuai Visi Misi Calon Bupati Wonogiri 2025-2029 hasil Pilkada serentak 27 November 2024)

BERDAYA SAING MAJU

Mengembangkan ekonomi sosial. O Mewujudkan pembangunan O Mewujudkan kualitas hidup yang O Mewujudkan pembangunan

Mengembangkan potensi sektor-
sektor unggulan daerah, ekonomi
kreatif, dan hilirisasi berbasis riset

dan teknologi
Melestarikan sumber daya alam

baik fisik dan non fisik

0 Mewujudkan wilayah
dengan segenap potensi,
menuju modernisasi
berbasis riset, pemanfaatan

a

baik dan tercukupinya semua
kebutuhan hidup masyarakat.
Terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat (pendapatan yang
cukup, kemudahan mengakses

yang tetap menjaga kelestarian
sumber daya alam dan kualitas
lingkungan hidup.
Memperhatikan kearifan local.
Mempertimbangkan dampak

kerusakan lingkungan dan
dampak perubahan iklim.

dan lingkungan hidup sebagai
perwujudan ekonomi hijau.

layanan sosial, kemerdekaan
beragama, dan tertanamnya nilai-
nilai luhur bangsa)

teknologi dan kreativitas.

Gambar 2.6
Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar 2.6 dapat disampaikan bahwa Visi
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri dalam RPJMD
Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yaitu “Wonogiri yang
Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” yang

didukung dengan 4 Misi sebagai berikut :
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1.

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya
Saing dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi di tunjukkan dengan proses
secara terus menerus untuk mendorong sektor-sektor
ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah
menjadi  sektor-sektor ekonomi yang = memiliki
produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan
sektor-sektor unggulan daerah yang didukung dengan
pembangunan infrastruktur dalam hal distribusi barang
dan jasa, serta upaya peningkatan aksesibilitas dan
konektivitas antar wilayah, terutama dengan penyediaan
jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai
dengan  standar, peningkatan kelancaran serta
keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga
dengan peningkatan kualitas, jaringan transportasi dan
pelayanan transportasi umum. Membangun kualitas
hidup masyarakat yang didukung dengan lingkungan
sosial dan budaya yang maju, yang difokuskan untuk
meningkatkan ketahanan pangan rakyat, meningkatkan
kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni,
meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan dan
kesehatan, menyediakan jaminan sosial dan jaminan
keamanan bagi masyarakat, menciptakan kondisi
lingkungan sosial yang kondusif dan memberikan ruang
dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahunan
dan teknologi.

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung
Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
peningkatan ketahanan pangan, perumahan layak,
kualitas dan asesibilitas pendidikan dan kesehatan,
menyediakan jaminan sosial masyarakat dan jaminan
keamanan, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang
kondusif, memberikan ruang yang cukup dalam
penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi bagi kesejahteraan masyarakat.
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3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pengelolaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel,
transparan dan partisipatif melalui peningkatan kualitas
ASN dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

4. Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan
Hidup dan Bencana
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan
yang berwawasan lingkungan melalui penguatan
ketahanan sumber daya alam dan lingkungan serta

peningkatan ketahanan bencana daerah.

Kemudian untuk untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan yang akan menjadi agenda pembangunan
tahunan pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi
tersebut, ditetapkan 7 program prioritas daerah daerah di
dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 adalah
sebagai berikut:

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi baru,;

2. Membangun ekonomi kreatif di wonogiri;

3. Membangun layanan pendidikan yang berorientasi
kebutuhan masyarakat dan membangun kesehatan untuk
semua;

4. Meningkatkan penanganan kemiskinan;

5. Penguatan birokrasi yang dinamis;

6. Membangun sumber daya manusia yang unggul berbasis
riset dan inovasi; dan

7. Peningkatan sumber daya alam yang lestari.

Berdasarkan uraian keempat misi di atas, Inspektorat
Kabupaten Wonogiri sesuai tugas pokok dan fungsinya
sebagai instansi pengawas internal, berperan untuk
mendukung Misi Ketiga. Inspektorat Kabupaten Wonogiri
memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan tata
kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan
berintegritas melalui “Program Penyelenggaraan Pengawasan”
dan “Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan

Asistensi”.
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Beberapa peran penting Inspektorat dalam mendukung

hal tersebut antara lain :

1.

Pengawasan Internal

Inspektorat Kabupaten Wonogiri berperan dalam
melakukan pengawasan internal terhadap seluruh
kegiatan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun
unit kerja lainnya agar berjalan sesuai dengan prinsip
transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
Penegakan Akuntabilitas

Inspektorat Kabupaten Wonogiri memberikan keyakinan
bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Melalui
aktivitas pemeriksaan/pengawasan, Inspektorat
Kabupaten Wonogiri berperan dalam mengidentifikasi
penyimpangan dan memberikan rekomendasi untuk
perbaikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas.
Peningkatan Integritas Aparatur

Dalam membangun aparatur yang berintegritas dan
berakhlak, Inspektorat Kabupaten Wonogiri berperan
dalam mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang
bertujuan untuk meningkatkan nilai integritas, moralitas,
dan etika dalam pemerintahan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Inspektorat Kabupaten Wonogiri berperan aktif dalam
pendampingan penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di setiap Perangkat Daerah. SPIP
bertujuan untuk meningkatkan tata kelola yang
akuntabel dengan menekan potensi kesalahan dan
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan
melalui mitigasi risiko.

Kolaborasi dan Partisipasi Publik

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang
partisipatif dan kolaboratif, Inspektorat Kabupaten
Wonogiri memainkan peran dalam membangun sinergi

antara pemerintah dengan masyarakat serta pihak
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eksternal lainnya dengan membuka ruang bagi
masyarakat untuk memberikan masukan dan pengaduan
atas kinerja pemerintah, sehingga pengawasan menjadi
lebih transparan dan partisipatif melalui kanal pengaduan
pada website resmi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
6. Pencegahan Korupsi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri juga berperan dalam
upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan
Kabupaten Wonogiri melalui aktivitas pengawasan
sehingga Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat
mendeteksi indikasi penyimpangan sejak dini dan
memberikan  rekomendasi  perbaikan. Inspektorat
Kabupaten Wonogiri juga mendorong ketercapaian
pelaksanaan MCP (Monitoring Center for Prevention) yang
per tahun 2025 telah diubah penamaannya menjadi
MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention)
di setiap unit kerja sebagai upaya pencegahan korupsi
yang digagas oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
7. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri secara rutin melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja semua
Perangkat Daerah melalui evaluasi laporan kinerja setiap
tahun. Melalui mekanisme ini, Inspektorat membantu
memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan
sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan,

dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dengan menjalankan peran-peran tersebut,
diharapkan Inspektorat Kabupaten Wonogiri mampu
berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel,
berintegritas, dan berkinerja tinggi, serta mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan

partisipatif.
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3. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029 dapat disampaikan tujuan, sasaran,
strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut :

Secara umum, berdasarkan telaah Renstra Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menunjukkan
adanya komitmen yang kuat terhadap peningkatan
pengawasan internal dan pengelolaan risiko yang berorientasi
pada efektivitas, efisiensi, dan pencegahan masalah sejak
dini. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan
menunjukkan pendekatan proaktif dengan fokus pada
peningkatan kompetensi aparatur pengawasan, penerapan
manajemen risiko berbasis identifikasi aktif, serta
implementasi aksi pencegahan korupsi di sektor-sektor
rawan.

Langkah ini akan memberikan manfaat signifikan
dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dengan adanya sinergi antara Renstra Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Wonogiri,
diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih
efektif dan terpadu. Kolaborasi yang kuat antara Inspektorat
di tingkat provinsi dan kabupaten akan memperkuat upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memastikan
bahwa setiap risiko yang muncul dalam pengelolaan
pemerintahan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik.

Sinergi ini juga akan memberikan dukungan yang lebih
kuat kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dengan
pengawasan yang lebih terkoordinasi, diharapkan setiap
potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan
dapat dicegah sejak dini, sehingga mencegah kerugian negara

dan menjaga kepercayaan publik.
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4.

Selain  itu, peningkatan kompetensi aparatur
pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten akan
menciptakan SDM yang lebih profesional dan mampu
menjawab tantangan pengawasan di era modern. Penguatan
kapasitas ini akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten
Wonogiri berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga
sebagai mitra konsultatif bagi Perangkat Daerah di Kabupaten
Wonogiri dalam mengelola program dan anggaran secara lebih
baik.

Dengan demikian, diharapkan implementasi Renstra ini
dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan,
menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan
terpercaya. Pemerintah daerah juga akan lebih siap dalam
menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, serta
semakin responsif terhadap kebutuhan dan harapan

masyarakat.

Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten
Wonogiri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Wonogiri. Terkait
dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten
Wonogiri tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait
langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus
mengenai hal tersebut.

Jadi secara umum, Inspektorat Kabupaten Wonogiri
tidak memiliki peran langsung dalam penyusunan Rencana
Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) maupun Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS), karena tugas utama Inspektorat lebih
fokus pada fungsi pengawasan, audit, dan evaluasi internal
terhadap tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan tugas

perangkat daerah.
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Peran Inspektorat Kabupaten Wonogiri secara tidak
langsung dalam konteks RTRW dan KLHS lebih bersifat
pengawasan, evaluasi, dan memastikan transparansi serta
akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Inspektorat Kabupaten
Wonogiri tidak terlibat secara teknis dalam penyusunan
dokumen RTRW dan KLHS, namun Inspektorat Kabupaten
Wonogiri dapat memberikan keyakinan bahwa Perangkat
Daerah yang bertanggung jawab atau terlibat secara teknis
dalam hal ini telah mematuhi ketentuan yang berlaku dan

bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah RPJMN Tahun 2025-2029,
Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Visi Misi
Kepala Daerah Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan isu-isu
strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan
kebijakan serta program prioritas Inspektorat Kabupaten
Wonogiri guna mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Isu-isu strategis merupakan tantangan yang berpotensi
memberikan dampak besar pada pemerintahan dan
masyarakat di masa depan. Tantangan ini harus
diperhitungkan dengan cermat dalam perencanaan
pembangunan agar tercapai hasil yang optimal dan
berkelanjutan. Berdasarkan analisis terhadap masalah-
masalah yang muncul serta perkembangan peran Inspektorat
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu
menjadi perhatian utama untuk diatasi.

Berdasarkan analisis peluang dan tantangan yang
dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri seperti yang telah
diuraikan sebelumnya pada Bab II ini, dapat dirumuskan
beberapa isu strategis yang akan dihadapi Inspektorat
Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Tuntutan untuk Adaptif dan Responsif terhadap Regulasi
yang Semakin Dinamis.
Perubahan regulasi yang cepat di tingkat pusat maupun

daerah menuntut Inspektorat untuk mampu
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meningkatkan fleksibilitas dalam adaptasi kebijakan dan
implementasi di lapangan. Inspektorat harus memastikan
setiap perubahan kebijakan atau peraturan diterapkan
secara efektif di seluruh perangkat daerah. Namun,
tuntutan untuk adaptif dan responsif terhadap regulasi
yang dinamis juga membawa risiko. Salah satu risiko
utamanya adalah keterlambatan dalam memahami dan
mengimplementasikan perubahan regulasi di seluruh
perangkat daerah, yang dapat menyebabkan
ketidaksesuaian kebijakan dengan peraturan terbaru.
Selain itu, ada risiko ketidaksiapan sumber daya manusia
dalam mengadopsi perubahan kebijakan, baik karena
kurangnya kompetensi atau kurangnya pelatihan yang
memadai. Risiko lain yang mungkin muncul adalah
potensi ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi di
lapangan, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman atau
kesalahan dalam  pelaksanaan program. Untuk
mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu
memperkuat sistem monitoring terhadap setiap perubahan
regulasi dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi
secara berkala untuk memastikan seluruh pegawai dan
perangkat daerah memahami dan menerapkan kebijakan
dengan benar. Selain itu, penerapan teknologi informasi
dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyebaran
informasi terkait regulasi terbaru dan memfasilitasi
koordinasi antar perangkat daerah, sehingga adaptasi
terhadap perubahan regulasi bisa lebih cepat dan akurat.
Tuntutan Masyarakat terhadap Transparansi,
Akuntabilitas, dan Keterbukaan Informasi.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi,
Inspektorat harus mampu mendorong pemerintah daerah
untuk menjalankan tata kelola yang baik dan sesuai
dengan harapan publik. Ini mencakup upaya pencegahan
KKN dan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

Namun, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
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transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi
juga membawa sejumlah risiko. Salah satunya adalah
risiko ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam
penyampaian informasi publik, yang dapat menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah
daerah. Selain itu, terdapat risiko resistensi dari beberapa
perangkat daerah dalam membuka akses informasi yang
dianggap sensitif atau kurang mendukung kepentingan
tertentu. Potensi manipulasi data atau informasi juga
menjadi ancaman yang dapat merusak akuntabilitas serta
citra pemerintah daerah. Untuk mengatasi risiko-risiko
ini, Inspektorat perlu mendorong implementasi sistem
pengelolaan informasi yang transparan dan mudah
diakses oleh masyarakat, disertai dengan pedoman dan
aturan yang jelas tentang batasan keterbukaan informasi.
Selain itu, perlu adanya pengawasan ketat terhadap
laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan guna
memastikan akurasi dan integritas data. Melalui
pelatihan dan sosialisasi yang intensif, perangkat daerah
juga harus diberdayakan agar memahami pentingnya
transparansi dalam membangun kepercayaan publik,
serta Inspektorat harus memanfaatkan teknologi
informasi untuk memfasilitasi akses informasi yang lebih
efisien dan real-time.

Tuntutan Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.
Kualitas dan kompetensi SDM di lingkungan Inspektorat
sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan.
Pengembangan kompetensi teknis dan penguatan
integritas perlu menjadi prioritas agar fungsi pengawasan
dapat berjalan optimal. Namun, tuntutan peningkatan
kompetensi dan integritas SDM juga menghadirkan
sejumlah risiko. Salah satunya adalah risiko kurangnya
pelatihan atau pengembangan yang tepat dan
berkelanjutan bagi pegawai, yang dapat menyebabkan
kesenjangan kompetensi teknis dalam melaksanakan

tugas pengawasan. Selain itu, terdapat risiko lemahnya
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pengawasan internal terhadap integritas SDM, yang dapat
membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sesuai
dengan prinsip akuntabilitas dan etika kerja. Risiko lain
yang muncul adalah potensi rotasi atau pergantian
personel yang tidak terencana, sehingga memengaruhi
kontinuitas dan efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi
risiko-risiko ini, Inspektorat perlu menyusun program
pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan,
termasuk pengembangan kompetensi teknis dan etika
kerja. Pengawasan internal harus diperkuat dengan
penerapan sistem audit internal berkala serta pemberian
reward bagi pegawai yang menunjukkan integritas dan
kinerja yang baik. Selain itu, perlu ada mekanisme rotasi
yang terstruktur dan transparan, disertai dengan strategi
untuk memastikan kelangsungan tugas pengawasan tetap
berjalan dengan optimal.

Tuntutan Adaptasi dan Penerapan Teknologi Informasi.
Teknologi informasi membuka peluang besar untuk
digitalisasi pengawasan dan pelaporan, namun juga
menuntut Inspektorat untuk beradaptasi dengan cepat.
Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital dapat
meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi, tetapi
memerlukan kesiapan SDM dan infrastruktur yang
memadai. Namun, adaptasi dan penerapan teknologi
informasi juga menghadirkan sejumlah risiko yang perlu
diantisipasi. Salah satu risiko utamanya adalah
kurangnya kesiapan SDM dalam mengoperasikan sistem
digital yang baru, yang dapat menghambat efektivitas
implementasi teknologi tersebut. Selain itu, ada risiko
keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah,
yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam penerapan
sistem pengawasan berbasis digital. Risiko keamanan
data juga menjadi perhatian utama, karena sistem digital
rentan terhadap serangan siber atau kebocoran informasi
jika tidak dilindungi dengan baik. Untuk mengendalikan

risiko-risiko ini, Inspektorat perlu melakukan pelatihan
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intensif bagi pegawai terkait penggunaan teknologi
informasi serta memperkuat infrastruktur teknologi yang
diperlukan. Selain itu, pengembangan sistem keamanan
siber yang kuat dan penerapan protokol keamanan data
yang ketat sangat penting untuk melindungi informasi
yang dikelola. Inspektorat juga harus bekerja sama
dengan  pihak-pihak terkait untuk memastikan
infrastruktur teknologi di seluruh wilayah mendukung
digitalisasi pengawasan secara merata dan efektif.
Tuntutan Peningkatan Integritas dalam Penyelenggaraan
Tata Kelola Pemerintahan.

Pengawasan internal harus ditingkatkan untuk lebih
efektif dalam mendeteksi dan mencegah potensi
penyimpangan. Inspektorat perlu memperkuat kapasitas
manajemen risiko dan memastikan adanya peringatan
dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran.
Namun, tuntutan peningkatan integritas dalam
penyelenggaraan tata  kelola pemerintahan juga
menimbulkan sejumlah risiko. Salah satu risiko
utamanya adalah potensi resistensi dari pihak-pihak
tertentu yang merasa dirugikan oleh pengawasan yang
lebih ketat, sehingga dapat memengaruhi kerjasama dan
komitmen dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu, ada
risiko kurangnya kemampuan Inspektorat dalam
mendeteksi penyimpangan secara  dini akibat
keterbatasan sumber daya atau alat pendeteksi yang tidak
memadai. Risiko lain adalah potensi tumpang tindih atau
ketidakseimbangan antara fungsi pengawasan dan
pelaksanaan tata kelola, yang dapat mengakibatkan
ketidakpastian atau hambatan dalam proses
pemerintahan. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini,
Inspektorat perlu memperkuat sistem manajemen risiko
dengan melakukan pemantauan yang rutin dan
menyeluruh. Diperlukan juga peningkatan kapasitas SDM
dalam mendeteksi potensi penyimpangan melalui

pelatihan manajemen risiko yang lebih komprehensif.
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Selain itu, perlu ada pendekatan yang lebih kolaboratif
dengan seluruh perangkat daerah untuk menciptakan
komitmen bersama dalam menjaga integritas dan
transparansi, serta  memastikan bahwa  fungsi
pengawasan sejalan dengan praktik tata kelola yang baik

tanpa menimbulkan konflik atau hambatan.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan
Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup
Kabupaten/Kota berpedoman pada visi dan misi Bupati/Walikota
yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada
penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai dengan visi dan misi
RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan

tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai
Perangkat Daerah yang mendukung Misi Ketiga Kepala Daerah
dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, maka
Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai tugas pokok dan
fungsinya menetapkan tujuan dalam Renstra 2025-2029 yaitu
“Meningkatkan  kualitas pengawasan intern  dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan transparan”.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri hanya menetapkan 1
(satu) tujuan dalam Renstra 2025-2029. Hal ini untuk
memenuhi arahan rekomendasi dalam Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2029. Dalam lampiran instruksi tersebut
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direkomendasikan agar Perangkat Daerah cukup memiliki 1

(satu) tujuan meskipun Perangkat Daerah mengampu lebih

dari satu urusan, tujuan Perangkat Daerah direkomendasikan

tetap 1 (satu) dengan menggabungkan urusan tersebut.
Kemudian untuk indikator tujuan atas “Meningkatkan
kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan
transparan” yaitu “Level Maturitas SPIP” dengan target yang
telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka sasaran
yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan indikatornya Level
Kapabilitas APIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian
Korupsi (IEPK);

2. Meningkatnya kinerja Inspektorat dengan indikatornya IKM
(Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah.
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Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(a1) {02) 03) {04) (05) (06) (07) (08) (09) (1) (11) (12)
6.01.0.00.0.00.26.0000 - INSPEKTORAT
- Terwujudnya Tata Kelola Meningkatkan kualitas Level Maturitas Sistemn 3 3 3 3 3 3 3
Pemerintahan yang Efektif, pengawasan intern dalam Pengendalian Interm
Efesian, Akuniabel, dan mewujudkan Pemerintah (SPIP) (Level)
Adaptif penyelanggaraan
pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan transparam
Meningkatnya efektivitas Level Kapabilitas APIP 3 3 3 3 3 3 3
peran APIP dalam {Lewvel)
penyslenggaraan
pemerintahan
Indeks Efektivitas 3,036 3,038 3,05 3,075 31 31 313
Pengendalian Korupsi (IEPK)
Indeaks)
Meningkatnya kinerja IKM Perangkat Daerah” 859 859 86 BG.2 86.5 86.5 86.7
Inspektorat (Angka)
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3.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra),
diperlukan perumusan strategi yang tepat. Strategi dimaknai
sebagai arah kebijakan dan langkah-langkah operasional yang
mencakup program-program indikatif guna menjawab
tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi
berfungsi sebagai jembatan antara kondisi aktual dan kondisi
yang diharapkan, serta memberikan kerangka kerja yang
sistematis untuk mencapai sasaran.

Perumusan strategi Inspektorat Kabupaten Wonogiri
didasarkan pada hasil analisis lingkungan strategis,
khususnya pendekatan  Strengths—Opportunities (S-0O).
Pendekatan ini mengarahkan fokus pada pemanfaatan
kekuatan (strengths) internal wuntuk meraih peluang
(opportunities) eksternal, sehingga Inspektorat dapat
meningkatkan efektivitas peran dan kinerjanya dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan.

Setiap strategi dijabarkan dalam serangkaian kebijakan
sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan program. Kebijakan ini dapat bersifat: Internal,
yaitu berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan kualitas
pelaksanaan program serta tata kelola internal lembaga, dan
Eksternal, yaitu yang berfungsi untuk mengatur, mendukung,
serta memfasilitasi pemangku kepentingan dan masyarakat
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih,
akuntabel, dan partisipatif.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah
tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Wonogiri periode 2025 - 2029, maka perlu dirumuskan strategi
strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Inspektorat
Kabupaten Wonogiri dalam mendukung Sasaran dan Arah
Kebijakan dalam RPJMD tersebut sebagaimana yang tertuang
dalam tabel 3.2 sebagai berikut :
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Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Keterangan
Meningkatkan Meningkatnya Penguatan kompetensi Menyelenggarakan program Fondasi kemampuan auditor dibangun
kualitas efektivitas peran dan kapabilitas SDM pengembangan kompetensi di awal agar seluruh arah kebijakan
pengawasan APIP dalam Pengawas berkelanjutan (continuous learning) bagi | selanjutnya didukung oleh SDM yang
intern dalam penyelenggaraan seluruh SDM Pengawas kompeten
mewujudkan pemerintahan Penguatan Sistem Memperkuat Quality Control (QC) atas Setelah SDM siap, perlu dipastikan
penyelenggaraan Jaminan Mutu dan pengawasan intern mutu dan keseragaman proses audit
pemerintahan Pengawasan Internal
yang bersih,
akuntabel dan Standardisasi Metodologi Memperbaiki standar operasional dan Dengan QC berjalan, pedoman
transparan Pengawasan Intern pedoman pelaksanaan pengawasan pengawasan intern baru bisa

intern diimplementasi dan terukur
kualitasnya
Digitalisasi Proses dan Mendorong pemanfaatan data berbasis Didukung IT-audit dan analytics untuk
Penerapan Audit Berbasis IT untuk mendukung kegiatan efisiensi dan kedalaman
Data pengawasan intern
Peningkatan Kolaborasi Membangun jejaring koordinasi dan Puncak sinergi: hasil kompetensi,
dan Sinergi Pemangku komunikasi terstruktur dengan mutu, metodologi, dan digitalisasi
Kepentingan instansi, perangkat daerah terkait dan dipromosikan dalam jejaring luas guna
pemangku kepentingan lainnya mendorong keterlibatan stakeholder
dalam pengawasan intern untuk
mendukung peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintah sesuai
tugas dan fungsinya
Meningkatnya Optimalisasi Kepuasan Penerapan manajemen kinerja Menciptakan budaya kinerja dan

kinerja Inspektorat

Pengguna Layanan

berorientasi hasil dan kepuasan
masyarakat

pelayanan publik yang prima dalam
pelaksanaan tugas dan mendorong
penguatan integritas
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Strategi dan arah kebijakan tersebut selanjutnya
dioperasionalkan dalam bentuk tahapan implementasi
tahunan yang disusun secara sistematis. Setiap tahapan
memuat langkah-langkah yang terukur, terarah, dan dapat
dievaluasi secara berkala. Tabel 3.3 berikut menyajikan
strategi untuk pencapaian masing-masing sasaran Renstra
Inspektorat Kabupaten Wonogiri secara bertahap per tahun
selama periode 2025-2029. Kemudian Tabel 3.4 menyajikan
keselarasan arah kebijakan dengan RPJMD sebagai berikut :
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Tabel 3.3

Penahapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV

Tahap V

2026

2027

2028

2029

2030

1. Penguatan kompetensi dan kapabilitas SDM
Pengawas Penerapan manajemen kinerja
berorientasi hasil dan kepuasan masyarakat

2. Optimalisasi Kepuasan Pengguna Layanan

Penguatan Sistem Jaminan Mutu

dan Pengawasan Internal

Standardisasi Metodologi
Pengawasan Intern

Digitalisasi Proses dan
Penerapan Audit
Berbasis Data

Peningkatan Kolaborasi dan
Sinergi Pemangku
Kepentingan

1. Aktivitas Prioritas :
e Pemetaan kompetensi seluruh SDM
Pengawas (gap analysis)
¢ Fasilitasi pelatihan pendidikan bagi SDM
Pengawas untuk peningkatan kompetensi
secara rutin
e Pelatihan di Kantor Sendiri secara rutin agar
tercipta mentoring antar rekan/ sharing
knowledge
e Menyusun indikator kinerja individu dalam
SKP yang terukur sesuai tupoksi
e Rapat internal triwulanan antar bidang
untuk mengevaluasi capaian kinerja dan
menyusun perbaikan kinerja
2. Aktivitas Prioritas :
e Evaluasi SOP secara berkala
e Pengkomunikasian SOP secara menyeluruh
e Penjaminan kualitas penerapan SOP secara
intensif

Aktivitas Prioritas :

Mendorong penerapan kendali

mutu audit

Pelaksanaan Peer Review
(Telaah Intern Antar Bidang)
setiap tahun dan monitoring
tindak lanjutnya

Aktivitas Prioritas :

e Revisi SOP
pengawasan
menyesuaikan
perkembangan risiko
dan teknologi

e Penyusunan
pedoman audit

Aktivitas Prioritas :

e Pengembangan dan
penggunaan sistem
audit elektronik

e Audit dengan
menggunakan data
dan aplikasi untuk
analisis

Aktivitas Prioritas:

e Forum pengawasan
antara APIP, APH,
Perangkat Daerah dan
pemangku kepentingan
lainnya

e Evaluasi rencana aksi
dan titik rawan kejadian
korupsi
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Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra Inspektorat

Tabel 3.4

Operasionalisasi NSPK/ Sasaran
RPJMD yang Relevan

Arah Kebijakan RPJMD

Arah Kebijakan Renstra

Keterangan

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang efektif,
efisien, akuntabel dan adaptif

Perwujudan pemerintahan
yang akuntabel dengan
penguatan integritas aparatur,
efisiensi birokrasi dan
pengawasan berbasis
teknologi

Menyelenggarakan program pengembangan

kompetensi berkelanjutan (continuous
learning) bagi seluruh SDM Pengawas

Fondasi kemampuan auditor dibangun
di awal agar seluruh arah kebijakan
selanjutnya didukung oleh SDM yang
kompeten

Memperkuat Quality Control (QC) atas
pengawasan intern

Setelah SDM siap, perlu dipastikan
mutu dan keseragaman proses audit

Memperbaiki standar operasional dan
pedoman pelaksanaan pengawasan intern

Dengan QC berjalan, pedoman
pengawasan intern baru bisa
diimplementasi dan terukur kualitasnya

Mendorong pemanfaatan data berbasis IT
untuk mendukung kegiatan pengawasan
intern

Didukung IT-audit dan analytics untuk
efisiensi dan kedalaman

Membangun jejaring koordinasi dan
komunikasi terstruktur dengan instansi,
perangkat daerah terkait dan pemangku
kepentingan lainnya

Puncak sinergi: hasil kompetensi, mutu,
metodologi, dan digitalisasi
dipromosikan dalam jejaring luas guna
mendorong keterlibatan stakeholder
dalam pengawasan intern untuk
mendukung peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintah sesuai
tugas dan fungsinya

Penerapan manajemen kinerja berorientasi

hasil dan kepuasan masyarakat

Menciptakan budaya kinerja dan
pelayanan publik yang prima dalam
pelaksanaan tugas dan mendorong
penguatan integritas
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4.1

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat
Daerah beserta Indikator dan Pagu Indikatif

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan
kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-
langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun
waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub
kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Program
ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat
Kabupaten Wonogiri dengan tetap mengacu pada program
pembangunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai
penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut
tercantum program yang akan dilaksanakan dan ditetapkan
rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk
indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana
penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut
menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan
gambaran komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri
untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu sebagaimana
dalam Tabel 4.1 berikut. Kemudian untuk Rencana Program,
kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya pada

Inspektorat Kabupaten Wonogiri terdapat pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM | KEGIATAM /

RPJMD YANG RELEVAMN TUJUAN SASARAM OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAMN KETERANGAM
o) oz 03 04} [ (08} [07) 08)
6.01.0.00.0.00.26.0000 - INSPEKTORAT
- Terwujudnya Tata Kelola Meningkatkan kuealitas Level Maturitas Sistern
Pemerintahan yang Efekid, pengawasan inbtern dalam Pengendalian Intem
Efesien, Aluniabel. dan Adapti] mewuudkan penyelanggarzan Pemerintah (SPIP) {Laweal)
pemerintahan yang bersih,
akuntabel dan transparan
Meningkatnys efekiivitas peran Lewvel Kapabiliias APIF [Level)
APIP dalam penyelenggaraan
pemearintahan
Indeks Efektivitas
Pengendalian Korupsi (I[EPK)
(Indeks)
Menurunmya terjadinya Persentase tindak lanjut 6.01.02 - PROGRAM
penyelewangan atau rekomendasi hasid PENYELEMGGARAAN
penyimpangan, baik yang pengawasan (%) PENGAWASAN
bersifat anggaran ateupun
prosas dan kewenangan
Terlaksananya pengawasan Jumidah Dokumen Hasil 6.01.02.2.01 -

intermnal sesual rencana
pengawssan tahunan

Monitoring dan Ewvaluasi Tindal
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Ri dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP (Dokumen

Penyelenggarsan Pengawasan
Inbernal

Jumiah Kesepakatan
Pengawasan Intemnal yang
Terbentuk |Kesepakaian)

6.01.02.2.01 -
Penyelenggaraan Pengawasan
Inbemmal

Jumilah Laporan Hasi
Pengawasan Desa (Laporan)

6.01.02.2.01-
Penyelenggaraan Pengawasan
Inbemal

Jumniah Laporan Hasil
Pengawasan Keuangan
Pemerintah Dasrah (Laporan)

6.01.02.2.01 -
Penyelenggarsan Pengawasan
Intemnal

Jumniah Laporan Hasil
Pengawasan Kinera
Pemerintah Daerah (| aporan
Jumiah Laporan Hasi Rewviu
Laporan Keuangan [Laporan)

6.01.02.2.01 -
Penyelenggaraan Pengawasan
Inbemnal

6.01.02.2.01-
Penyelenggarsan Pengawasan
Inbermal

Jumiah Laporan Hasi Reviu
Laporan Kmerja (Laporan)

6.01.02.2.01 -
Penyelenggaraan Pengawasan
Intemmal

Jumidah Laporan Hasi
Pengawasan Kinera

6.01.02.2.01.0001 -
Pengawasan Kineqa

Pemerintah Dasrah (Laporan)

Pemerintah Dasrah
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FPROGRAM / KEGIATAMN /

UJUAN DOUTCOME OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN u SUBKEGIATAN
o1} 02 o4} os) o8) 107)
Jumndah Laporan Hasil 6.01.02.2.01.0002 -
Pengawasan Keuangan Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah (Laporan) | Pemerintah Dasrah
Jumniah Laporan Hasil Reviu 6.01.02_2.01.0003 - Reviu
Laporan Kinerja (Laporan) Laporan Kinarja
Jumnlah Laporan Hasil Reviu 6.01.022.01.0004 - Rewviu
Laporan Keuangan (Laporan) | Laporan Keuangan
Jumnlsh Laporan Hasi 6.01.02.2.01.0005 -
Pengawasan Desa (Laporan) | P Desza
Jumlah Kesepakatan 6.01.02_2.01.000F - Kerja
Pengawasan Internal yang Sama Pengawasan Iniemal
Terbentuk (Kesepakstan|
Jumnilah Dokurmen Hasil 6.01.02_2.01.0007 - Monitoring
Monitoring dan Evaluasi Tindal dan Evaluasi Tindak Lanjut
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | Hasid Pemeriksaan BPK R dan)
Rl dan Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasd
Pemeriksaan APIP (Dokumen | Pemeriksaan APIF
Terlaksananya pengawasan Jumndah Laporan Hasi 6.01.02.2.02 -

dengan tujuan tertentu seswail
rencana pengawssan tshunan
dan mandatari ksinnya

Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu (Laporan)

Penyelenggaraan Pengawasan
dengan Tujuan Tertenbu

Jumiah Laporan Penyelesaian
Kengian NegaraDaerah yang
Dt ni (Laporan

Jumlah Laporan Penyelesaian
Kengian MegaraDaerah yang
Ditangani (Laporan)

6.01.02.2.02 -
Penyelenggaraan Pengawasan)
dengan Tujuan Tertentu

6.01.02_2 020001 -
Penanganan Penyelesaian
Kemugian

MNegara/Daerah

Jumilah Lagoran Hasil
Pengawasan Dengan Tujuan

Tertentu (| sporan)

Meningkainya Kualias
pendampingan dan asistensi

6.01.02_2 020002 -
Pengawasan dengan Tujuan
Terbteniu

Persentase perangkat deerah
yang mendapathan
pendampingan dan asistensi
dalam pengendalian interm
peranghkat daesrah dan
penguatan imegriias (%)

6.01.03 - PROGRAM
PERUMUSAN KEBIJAKAM,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

Tersedianya dokumen
pEerencanaan pengawasan
berbasis msiko

Jumniah Rekomendasi
Hebgakan Teknis di Bidang
Fasitasi Pengawasan yang
Disusun (Rekomeandasi)

6.01.03.2.01 - Perumusan

Kebgakan Teknis di Bidang
Pengawasen dan Faslitasi
P

Jumnlah Rekomendasi
Kebjakan Teknis di Bidang
Pengawasan yang Disusun

6.01.03.2.01 - Perumusan
Kebgakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasltasi

(Rekomendasi)

P

Jumish Rekomendasi

Kebgakan Teknis di Bidang
Pengawasan yang Disusun
(Rekomendasi)

6.01.03_2.07.0001 - Perumusa
Kebgakan Teknis di Bidang
Pengawasan

Jumnlah Rekomandasi
Kebgakan Teknis di Bidang
Fasitasi Pengawasan yang

6.01.03.2.01.0002 - Perumusar
Kebfakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Dizusun_(Rekomandasi)
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MSPK DAN SASARAM
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

OUTPUT

PROGRAM /| KEGIATAM /
SUBKEGIATAN

o)

o4y

s

rog)

ory

Terlaksananya pendampingan
dan asstensi sesuai rencana
pengawasan tahunan

Jumidah Kegiatan Koordinesi,
Monitoring dan Evaluasi sarta
\erifikasi Pencegahan dan
Pemberanizsan Korupsi

(Kegiatan)

6.01.032.02 - Pendampingan
dan Asistensi

Jumndah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendamgpdngan, Asistensi dan
Verifikasi Penegakan Iniegritas|
[perangkat daersh)

6.01.032.02 - Pendampingan
dan Asistensi

Jumidah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi,
Veerifikasi, dan Pendaian
Reformasi Birokrasi (peranghkaf]

6.01.03.2.02 - Pendampingan
dan Asistensi

Jumidah Perangkat Daesrah
yang Dilakukan Pendampangan
dan Asisiensi Uresan
Pemerintahan Dasrah

6.01.03.2.02 - Pendampingan
dan Asistensi

Jumndah Perangkat Daerah
yang Dilakukan Pendampangan
dan Asistensi Unesan
Pemeriniahan Dasrah

6.01.03 2.02.0001 -
Pendampingan dan Asistensi
Urusan Pemernntahan Deersh

Jumidah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampangan, Asistensi,
Vierifikasi, dan Pendaian

Reformasi Birokrasi (pemangkaf]

6.01.03.2.02.0002 -
Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

Jumdah Kegiatan Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi sarta
\erifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

(Kesgiatan)

6.01.03.2.02.0003 - Koordinasa
Monitoring dan Evaluasi serta
Werifikasi Pencagahan dan
Pemberantesan Korupsi

Jumidah Perangkat Daesrah
yang Dilakukan
Pendampangan, Asistensi dan
Veerifikasi Penegakan Integritas)
(perangkai daerah)

6.01.03.2.02.0004 -
Pendampingan, Asistensi dan
Verifikasi Penegakan Integritas

Meningkatnya kinerja
Inspektorat

KM Perangkat Dasrah™
{Angka)

Terncapainya tertib pelaporan
ldnerja administrasi
pemerintahan daerah

Persentase Tertib Pelaporan
Kinerja Administrasi
Pemerintahan Dasrah (%)

6.01.01 - PROGRAM
PEMUMIANG URLISAN
PEMERINTAHAM DAERAH
KABUPATENKOTA

Milai Kematengan Organisasi
Perangkat Dasrah {(Anghka)

6.01.01 - PROGRAM
PENUMJANG URUSAN
PEMERINTAHAMN DAERAH
KABUPATENHOTA

Milai SAKIP Perangkat Daerah
Angka)

6.01.01 - PROGRAM
PEMUMJANG URUSAN
PEMERINTAHAM DAERAH
KABUPATENKOTA
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Jumndah Inovasi Perangkat
Daerah (Angka)

6.01.01 - PROGRAM
PEMUMJIANG URUSAN
PEMERINTAHAMN DAERAH
KABUPATENHOTA

Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan, dan
evaluasi perangkat deerah

Jurndah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumeni

Jurmndah Laporan Evaluasi
Kinena Perangkat Dasrah

| (Laporan)

6.01.01.2.01 - Perencanaan.
Fenganggaran. dan Evaluasi

Kinerja Peranokat Daersh

6.01.01_2.01 - Perencanaan,
Penganggaran. dan Evaluasi
Kineda Perangkat Dasrah

Jurmndah Diokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

6.01.01_2.01.0001 -
Penyusunan Dokwmen
FPerencanaan Perangkat
Daarah

Jumndah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Dasrah
(Laporan)

6.01.01_2.01.0007 - Evaluasi
Kinera Perangkat Daesrsh

Meningkatnya layanan
adminisrasi keuangan
perangkat dasrah

Jumndah Laporan Keuangan
Akhir Tehun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Permyusunan Laporan
K.euangan Akhir Tahun SKPD
| (L eorani

6.01.01.2.02 - Administrasi
Keuwangan Perangksi Dasrah

Jumndah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SHPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan'Semesters
n SKPD (Laporan)

6.01.01.2.02 - Administrasi
Keuwangan Perangkst Diaerah

Jumdah Orang yang Menenima
Gaj dan Tunjangan ASM
(Crangbulan)

6.01.01_2.02 - Administrasi
Heuwangan Perangkst Diasrah

Jumndah Orang yang Menerima
Gaj dan Tunjangan ASKM
(Orangbulan)

6.01.01_2.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumndah Laporan Keuangan
Akhir Tehun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Pemyusunan Laporan
K.euangan Akhir Tahun SKPD
| (L eoran

6.01.012.02.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuwangan Alkhir Tabun SKPD

Jumndah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan'Semesters
n SKPD (Laporan)

6.01.01 2.02.0007 - Koords

dan Penyusunan Lapoman
Kewangan Bulanan/
Triwulanan’ Semestaran SKFD

Meningkatnya layanan
administrasi barang milik

Jurndah Diokumen
Pengamanan Barang Milik

deerah pada perangkat desrah

6.01.01 2.03 - Administrasi
Biarang Milik Deerah pada

Daerah SKPD (Dokumen)

Perangkai Dasrah
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Jumniah Dokuman
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD {Dokumen)

6.01.01 2.03.0002 -
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Meningkatnya layanan
administrasi kepagawaian
perangkat dasrah

Jumnlah Dokumen Monsioring.
Evaluasi, den Pendaian Kinerja)
Pegawsi [Dokumen]

6.01.01 2.05 - Administrasi
Kepegawaian Parangkat
Daerah

Jumiah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumean)

6.01.01 2,05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlsh Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatthan (Orang)

6.01.01 2.05 - Administrasi
Kepegawaian Parangkat
Daerah

Jumiah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian ([oakumean
Jumniah Dokumean Monsonng.
Evaluasi, dan Pendaian Kinerja)

Pegawsi (Dokumen]

6.01.01 2.05.0003 - Pendataan
dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian

6.01.01 2.05.0005 - Monitosing,
Evaluasi, dan Pendaian Kinenal
Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihen (Orang)

6.01.01 2.05.000% - Pendidikan
dan Pedatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Meningkatnya kualitas layanan
administrasi umum peranghat
daerah

Jumlah Dokuman Dukungan
Pelaksanaan Sisbem
Pemerintahan Besbasis
Elektronik pada SKPD
{Diobourmen)

6.01.01 2.06 - Administrasi
Urmum Perangkat Desah

Jurnlah Dokurnen
Penatsusahaan Arsip Dinamis
pada SKPD {Dwoburmen)

6.01.01 2,06 - Administrasi
Urmam Perangkat Desah

Jumdah Laporan Fasiltasi
Kunpungan Tamu (Laporan)

6.01.01 2,06 - Administrasi
Urmwm Perangkat Desmah

Jumnlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

SKPD (Laporan)

6.01.01 2.06 - Administrasi
Urmum Perangkat Dasah

Jumnlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Dizadiakan (Paket)

6.01.01 2,06 - Administrasi
Urmum Perangkat Desmah

Jumnlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Pensrangan
Bangunan Kantor yang
Disadiakan (Pakat)

6.01.01 2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Deeah

Jumlsh Paket Peralatan dan
Perfengkapan Kantor yang
Disadiakan (Pakad)

6.01.01 2,06 - Administrasi
Urmum Perangkat Dasah

Jumiah Paket Peralatan

6.01.01 2,06 - Administrasi
Umum Perangkat Deeah

Rumah Tangga yang
vl "
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Jurniah Paket Komgonen 6.01.01_2.06.0001 -
Instalasi Lstrik/Penarangan Penyediaan Komponen
Bangunan Kantor yang Instalasi
Disediakan (Pakat)
Listrik/P enerangan Bangunan
Kanior

Jurnlah Paket Peralatan dan | 6.01.01 2.06.0002 -
Perdengkapan Kantor yang Penyediaan Peralatan dan
Dizediakan (Paket) Periengkapan Kantor
Jumniah Paket Peralatan 6.01.01 2.06.0003 -
Rumah Tangga yang Penyedizan Peralatan Rumah
Disediakan [Paket) Tangos
Jurniah Paket Barang Cetakan |6.01.01_2.06.0005 -
dan Penggandaan yang Penyediaan Barang Cetakan
Disedmakan (Paket | dan Penggandaan
Jurniah Laporan Fasilasi 6.01.01_2.06.0008 - Fasiitasi
Kunpungan Tamu (Laporan) Kunjungan Tamu
Jurnlsh Laporan 6.01.01 2.06.000 -
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Kopordinasi dan Konsuliasi
SKPD (Laporan) SKPD
Jurniah Dokumen 6.01.01 2.06.0010 -
Penatsusahaan Arsip Dinamis | Penatsusahaan Arsip Dinamis
pada SKPD (Dokumen ) pada SHPD
Jurniah Dokurmnen Dukumgan  |6.01.01 2.06.0011 - Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Pemeriniahan Berbasis
Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD
{Dokurmen)

Tersedianya barang mililk Jurnlah Paket Mebel yang 6.01.012.07 - Pengadaan

daerah penunjang urusan
pemerintah daersh yang
memaliki nilai asat

Disediakan (Unit)

Barang Milik Deerah
Penunjang Uru=an Pemerintsh
Daerah

Jurndah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dizediakan (Unit)

6.01.01 2.07 - Pengadaan
Barang Milik Desrah
Penunjang Urusan Pemernintah
Dasrah

Jurniah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

6.01.01_2.07 - Pengadaan
Barang Milik Desrah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daarah

Jurndah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atay
Bangunan Lainnya yang
Dizediakan (Linit)

6.01.012.07 - Pengadaan
Barang Milik Deerah
Penunjang Uru=an Pemerintsh
Daerah

Jurniah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

6.01.01 2.07.0005 - Pengadaar)
Mabel

Jurnlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dizediakan (Unit)

6.01.01 2.07.0006 - Pengadaar)
Peralatan dan Mesin Lainmya

Jurniah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang

6.01.01_2.07.000%9 - Penpgadaan
Gedung Kanbor atau Bangunan
L ainnys

Disediakan (Unit)
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Jurnlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atey
Bangunan Lainmya yang
Disediakan (Unit)

6.01.01_2.07.0010 - Pengadaarn
Sarana dan Prazarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lannya|

Tersedianya jasa penunjang
urusan pemerintshan daerah
sesual dengan kebutuhan

Jumiah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Dimeds

6.01.01_2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Unusan
Pemerintahan Daerah

perangkat daerah

kan (Laparan)

Jurniah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kanior
yang Disediskan (Laporan]
Jurniah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat (Laporan

6.01.01_2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Unusan
Pemerintahan Dasrah

6.01.01_2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Unusan
Pemerintahan Daerah

Jurniah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat (Laporan

6.01.01_2.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jurniah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi. Sumber
Dhaya Air dan Listrik yang
Dizediakan (Laparan)

6.01.01_2.08.0002 -
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Al dan Listrik

Jumiah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kanior

yang Disediakan (Laporan]

6.01.01_2.0B.0004 -
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Tersedianya jasa pemeliharaan
barang milik dasrah penunjang
urusan pemerintshan daerah

Jumiah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara’Direhabditasi (Unit)

6.01.01_2.08 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urnusan
Pemerintahan Daerah

Jumiah Kendaraan Dinas
Operasional atsu Lapangan
yang Dipefihara dan
dibayarkan Pajak dan

6.01.01_2.08 - Pemeliharaan
Barang Milik Daersh
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumniah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Unit}

6.01.01_2.08 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumiah Mebel yang Dipelihara
{Unit}

6.01.01_2.08 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumnlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelhara (Unit)

6.01.01_2.08 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemeriniahan Daerah

Jumniah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Unit}

6.01.01_2.08.0001 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Percrangan Dinas
atau Kendsraan Dinas Jabatsn
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Jumish Kendaraan Dinas 6.01.01 2.00.0002 -
Operasional atsu Lapangan | Penyediaan Jasa
yang Dipefhara dan Pemeliharaan, Biaya
dibeyarkan Pajak dan Pemeliharaan, Pajak dan

Penzinannya [Lnit)

Pesizinan Kendaraan Dinas
Operasional atsu Lepangan

Jumlah Mebel yang Digslihara
{Unit}

6.01.01.2.00.0005 -
Pemeliharaan Mabal

Jumish Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelhara (Unit)

6.01.01.2.00.0008 -
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipealihara/Direhabditasi (Lnit)

6.01.01 2.00.0009 -
Pemelinaraan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Leinnya
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TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT DAERAH

EIBANE UL S PREERA INDIKATOR OUTCOME e 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME 2024
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 14) (15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 8.555.720.000 8.555.720.000 8.555.720.000 8.555.720.000 8.555.720.000
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.005.981.160 8.005.981.160 8.005.981.160 8.005.981.160 8.005.981.160
KABUPATEN/KOTA
Tercapainya tertib pelaporan kineria Persentase Tertib Pelaporan Dinas/Badan yang
X p y‘ p p L Kinerja Administrasi 100 100 100 8.005.981.160 100 8.005.981.160 100 8.005.981.160 100 8.005.981.160 100 8.005.981.160 | menangani Bidang
administrasi pemerintahan daerah .
Pemerintahan Daerah (%) Inspektorat Daerah
. . Dinas/Badan yang
E:el?allr}f elg?tggggf;]?;gar;;aa 38 38 39 40 40 41 41 menangani Bidang
g 9 Inspektorat Daerah
S Dinas/Badan yang
Nilai SAKIP Perangkat Daerah| g o 80,25 81 81,5 82 82,5 82,5 menangani Bidang
(Angka)
Inspektorat Daerah
. Dinas/Badan yang
JDl;n;Irzt; I(r’;fr)‘viz)Perangkat 1 1 1 0 1 0 1 menangani Bidang
g Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 289.915.512 289.915.512 289.915.512 289.915.512 289.915.512
At penyimpangan, bk yang bersat. | Persenase indak anjt Dinas/Badan yang
penyimpangan, yang rekomendasi hasil 78,99 85 86 289.915.512 87 289.915.512 89 289.915.512 90 289.915.512 90 289.915.512 | menangani Bidang
anggaran ataupun proses dan
pengawasan (%) Inspektorat Daerah
kewenangan
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 259.823.328 259.823.328 259.823.328 259.823.328 259.823.328
ASISTENSI
Persentase perangkat daerah
Meningkatnya Kualitas pendampingan y:ﬁg:nfr;ﬁag:tzzz asistensi Dinas/Badan yang
grany P pingan (P ping 100 100 100 250.823.328 | 100 250.823.328 | 100 250.823.328 | 100 250.823.328 | 100 250.823.328 | menangani Bidang

dan asistensi

dalam pengendalian intern
perangkat daerah dan
penguatan integritas (%)

Inspektorat Daerah

TOTAL KESELURUHAN

8555720000.00

8555720000.00

8555720000.00

8555720000.00

8555720000.00




Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 - 2029

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGHKAT
DUTCOME | KEGIATAN / QUTPUT TAHUN 2026 02T 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN DUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
() (02} (03 {04) (05) (06) (07} O8] {08y (10) (1) 12 (13) (14) (15)
G601 - INSPEETORAT DAERAH 5.303.720.000 0.053.720.000 . AT 20, 000 0.6¥5.T20.000 0.X35.720.000
8.01.01 - PROGRAM PEMUMIANG
URLESAN FEMERIMNTAHAN DAERAH 5.008.551.180 4.003.501.980 0005901160 0.00:5.501. 1850 0.005.901.160
HABUPATEMN®OTA
Tenapairya e prlaporan knerja Jumiah movas Perangkat Daerah 8.011.10.00.0000. 2800
adminisirasi pem sahan _— Angh 1 1 8.003.981.180 a 8.003.581 180 1 0. D0eS 381 .80 a 0.0 881.180 1 8.003.581. 180 00 - INSPEXTORAT
Perseniase Terih Peiaporan
Kinerja &dminisirasi Pemerintahan 1040 100 100 100 100 100
Daerah (&)
HNilal BAKIF Perangiat Daerah
50,23 a1 u1.5 a2 82,3 02,5
(Angka)
Hilal Kematangan Organisasi
Perangkst Oasrh 3 ] 40 &0 41 &1
E.01.0.2.01 - Persmcanaan,
Pengangsgaan, dan Evaluas] Kinsrga 1.927.000 1237 .000 1.827.000 1.827.000 1.827.000
Ferangkat Dasrah
M=ningkainya kualRas dokumen
Jumiah Dokumen PemEncanaan
ik I | el 3 3 1.927.000 3 1237 .000 3 1.827.000 3 1.827.000 L] 1.827.000
Er:n::uuan n evaluasi perang Perangkat Dasrah {Doku §
eral
Jumiah Laporan Evaliasi Kineria . . . - . 1
Perangkat Daerah (Laporan)
E.01.01.2.01.0001 - Panywsunan
Dokumen Farencanaan Perangikal B07.000 BOT.0O0 507.000 8&7.000 BET.000
Dasrah
Tersusunnya Dokumsn Pensncanaan Jumiah Ciokumen Faercanaan
Ferangiat Dasrah Perangkat Diaerah (Dokumsen) 3 3 B0T.000 3 BOT.000 3 88 7.000 3 887000 L] 887000
E.01.01.2.01.0007 - Evaluas! Kinerja
Perangial D I 240.000 B 0. 0001 840000 840,000 840,000
Teraksanarya Evaluas! Kinera Jumiah Laporan Evaliasi Kineria
1 1 2480.000 1 B 0000 1 B4 0L000 1 5400000 1 840,000
Perangkad Daerah Perangkat Diasrah (Laporan)
8.01.04 2.02 - Administrasi Keusangan
7.204.701.000 T.204.701.000 T.28:1.701 000 T.2041.701.0a0 T.281.701.000
Ferangkat Daerah
Meningkainya layanan adminisrasi Jumiah Orang yang Menerima Gaji
= e — h gar Tunjangan ASM [Orang/ulan ) a1 40 7.204.701.000 &0 T.204.701.000 &0 T.28:1.701 .000 A T.201.701.0a0 Al T.281.701.000
Jumiah Laporan Keuangan
v T /5
SEPD dan Laporan Koondinas 13 13 13 13 13 13
Penyusunan Laporan Kesuangan
BulananTriwulanan'Semesieran
SEPD i Lapsoran)
Jumiah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SEPD dan Laporan Hasil
Kooedinasi Panyusunan Laporan 1 1 1 1 1 1
Keuamgan Akhir Tahun SKEPD
(Laporan)
E.01.01.2.02.0001 - P dizan Sajid
domtemthio 7.278.648.000 7.275.648.000 7.278.648.000 7.378.045.000 7.279.048.000
Tunjangan ASH
Jumiah Orang yang Menerima Gajl
b ol Geaajl T ASM 41 40 7. 275.548.000 40 T.27TB.548.000 40 T.279.048. 000 4 7279045000 A T.279.045.000
SRSy Sy Cum Tnpngen dan Tunjfangan AEM (Drangbaulan i
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAM /| PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
QUTCOME | KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2027 2028 DAERAH HKETERANGAN
SUBKEGIATAN QUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{0} {02} {03) {04) f05) {06) {07} {08 {09 (10) (11} 12) {13 (14) (15}
©.01.0 2.02.0003 - Koondnas! dan
Feryusunan Laporan Keuangan Akhir 1.020.000 1.026.000 1.026.000 1.026.000 1.026.000
Tahun SKPD
Tencaama o oo | T
T FEE:::::M““ i Kooedinas! Fenyusunan Laporan 1 1 1.020.000 1 1.026.000 1 1.026.000 1 1.026.000 1 1.026.000
—_ o o Keuangan Akir Tahun SKPD
angan r Tahun SEFD o
©.01.01 2.02.0007 - Koondnas! dan
Feryusunan Laporan Keuangan 1.020.000 1.026.000 1.026.000 1.026.000 1.026.000
Buianan/ Tr V5 an SKFD
Jumilah Laporan Keuangan
it i Bulanary Trwulanan! Semasieran
BularanTriwulanan'Samesieran SKPD SKPD dan Laporan Koordinasi
dan Laparan Koordnas! Penyusunan 1 13 1.020.000 1 1.026.000 13 1.026.000 12 1.026.000 12 1.026.000
Lo K Penyusunan Laparan Ksuangan
Bui al - | SKPD Bulanan'Triwulanan'Semesieran
ananTrwulanan' mesieran SKPD { rari}
©.01.01 2.03 - Adminisiras! Barang Mk
iy S 402,800 anz.800 402500 402500 482500
M=ningkainya layanan adminisfrasi Jumiah Dokumen Pengamanan
barang milk dasrah pada perangiat Barang Mk Daerah SKPD 5 5 402,800 5 anz800 5 402500 5 42500 3 482500
daerah (Dokumen )
©.01.0 2,03, 0002 - Pengamanan
402,800 anz800 402500 482500 402500
Earang Milk Daerah SHPD
Jumiah Dokumen Fengamanan
Teraksanarya Pengamanan Barang | gopony wuik Daerah SKPD 5 5 402,800 5 anz800 ] 402500 5 482500 5 402500
Milk Daerah SKPD !
(Dokumsn)
&6.01.041.2.05 - Administras! Kepagawalan
163.122.800 163122500 105,122,800 163,122,300 165,122 300
Ferangsat Daerah
Jumiah Fegawal Berdasarkan
e m“:‘::::m“""' s Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 30 50 163122000 30 163,122,800 50 105.122.800 50 165,122,300 50 165,122 300
e ] Pendidikan dan Pelathan (Drang)
Jumiah Dokumen Manfionng,
Evaluasi, dan Perilalan Kinera 1 4 4 4 4 4
Pegawal (Dokumeri)
Jumiah Dokumen Fendataan dan
Pengolahan Adminisfrasi 24 24 24 24 24 24
Kepsgasalan {Dalumen)
LR (T MR oo 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1,040,000 1.040.000
Per Bdr HKepey
Jumiah Dokumen Fendataan dan
l::lm“l “h"" M“ P'r:dm: K“" Pengolahan Administasi 24 24 1.040.000 24 1.040.000 24 1.040.000 24 1,040,000 24 1.040.000
golahan Adminisirasi Kepegawalan | et (Dt
©.01.0 2.09.0003 - Moniioring, Evaiuas),
o, Py inir i P 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1,040,000 1.040.000
Jumiah Dokumen Manfionng
Teriaksanarya Monflaning, Evaluast, 60 | ooy s, dan Perilalan Kineda 1 4 1.040.000 4 1.040.000 4 1.040.000 4 1.040.000 4 1.040.000
Penilalan Kineria Pegawal
Pegawal (Dokumeri)
©.01.0 2,09, 0008 - Pendidian dan
Feiathan Pegawal Bemiasarkan Tugas 163,042,800 163,042,500 103,042,500 163,042 300 183,042 200
dan Fungs
- - s e | fumiah Fegawai Berdasarian
B Fune) | T893 dan Fungsi yang Mengikati 50 50 163,042,800 50 163,042,500 50 103.042.500 30 163,042 300 30 183,042 200
gl et gas dan FUNgS! | penaigikan dan Pelathan iCrang)
B.01.01 2.00 - Adeministras) Umum
= il 126532090 126582010 126582810 126,992,810 126,982 810
Jumiah Fake: Barang Cetakan dan
e e ey Penggandaan yang Disediakan 1 1 128592010 1 128 582010 1 126582810 1 126,992,810 1 126,982 210

adminisiras| umum peangkatl dasrah

(Fakst)
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TARGET DAN FAGU INDIKATIF TRHUN

BASELINE
INDIKATOR OUTCOME [ PERANGHAT
QUTCOME | KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 024
TARGET PAGU PAGU PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
oy f2j (03] (4] (05} {07} fog) (1 (11} (2] (13 (15}
Jumiah Dokumen Dukungan
F Sistem ¢ . , , .
Berbasis Elekironk pada SKPD
[Diokumen)
Jumiah Dokumen Fenatawsafaan
Arsip Dinamis pada S5FD 2 2 2 z
(Diokumen)
Jumiah Laporan Fasiras o B . .
Kunjungan Tamu (Laporan)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Feapat Koordinast dan Koreutas) 13 2 2 z
SHPD {Lapomn)
Jumiah Faket Feralatan Aumah ; p p .
Tangga yang O Faket)
Jumiah Faket Feralatan dan
Perisnigkapan Harior yang 1 1 1 1
o (Pakel)
Jumiah Faket Komponen Instalas)
Listik/Penerangan Banguran 1 1 1 1
Kantar yang Dissdizkan [Faket]
.01.01 2.00.0001 - Penyediaan
Mmoo Mtetent 2007200 2007200 2.007.200 2.007.200 2,007 200
Listrik/Pensrangan Bangunan Kanfor
Jumilah Paket Bomponen Instalas
l;ﬁf::f’"m" "'::'I:'fz:rrm Listrik/Penerangan Bangurian 1 1 2807.200 2807.200 2.007.200 1 2.067.200 1 2,007 200
- o B Kandor yang D isediakan [Pakef)
.01.01 2.00.0002 - Penyediaan
i e 48,318,890 43.318.810 43918810 43918510 43998510
Jumiah Faket Peralatan dan
Tersedarya Ferlatan d
e e ar Periengkapan Hanior yang 1 1 48,319,890 43319.810 43918810 1 43918510 1 43998510
Periengkapan Kantor .
o (Pakel)
.01.01 2.00.0003 - Penyediaan
e 1.575.200 1.575.200 1.878.200 1.878.200 1.878.200
Jumiah Faket Peralatan Aumah
Ti
Tersedanya Peraiatan Ruman Tangga | 7omen PobetEE s 1 1 1.575.200 1.575.200 1.878.200 1 1.878.200 1 1.875.200
.01.01.2.00.0003 - Fenyediaan Barang
e 15,989,500 19,989,500 19,995,500 13,985,300 19.988.900
. Jumiah Paked Barang Cetakan dan
i e Penggandaan yang Disediakan 1 1 15,989,500 19,989,500 15,985,500 1 13,985,300 1 19,985,900
Penggandaan i
Pakel)
:;::‘.sz.nu.n-:-:-u e 8.5970.000 a.570.000 2.870.000 2.870.000 2.870.000
T —— K ' dumiaf Laparan Fasifas 20 2 5.570.000 2.570.000 2.878.000 2 3.878.000 2 2.978.000
Tamis Kunjungan Tamu (Laporan)
.01.01.2,00.0008 - Penyskenggaraan
40,034,000 40,034,000 40.094.000 40,084,000 40,084,000
Rapat Moondinas dan K SKPD
Jumiah Laporan Penyelenggaraan
T’"‘::’“:’T“ ;""":““;fnr Ranat | o o pat Koordinast dan Konsotasi 13 2 40.034.000 40,034,000 40,094,000 2 40,084,000 2 40,004,000
ot PO el SKPD {Lagomani
%.01.01.2.00.0010 - Penatausanaan
el Mt o 4 P 359,000 55,000 55,000 533,000 533000
Jumiah Dokumen Fenatawsafaan
Teraksanamya Penatasahaan =8 | o inamis pada S0 z 2 399,000 55,000 53,000 2 533000 2 533000
Diramis pada SKFD "
(Diokumssn)
.01.01.2.00.0011 - Dukungan
Peiaksanaan Sisben Pemerintahan 840,000 B4B.000 B4B.000 B48.000 548000

Barbasis Elekironik pada SFD
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERAMNGKAT
QUTCOME | KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2027 2028 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU PAGU PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01} 02} (03] (04] f05) {07} (09} (1) 11} (12) (131 (14 (15}
Teraksanarya Dukungan Pelaksanaan ;L"::L:":;":;Eﬂ‘:i"::;r“h“
Sistem Femerintahan Berbasks Elekirank] 1 1 s40.000 B46.000 846,000 1 846.000 1 B46.000
s EEPTD Berbasks Elekironk pada SKPD
(Dckumen)
B.01.01 2,07 - Pengadaan Barang Mk
Daerah Penurjang Urusan Pemerintan B0.000.000 £40.000.000 £0.000.000 50,000,000 50000000
Dasrah
Tersedarya barang milk dasrah Jurmiah UnR Gedung Kanlor atas
p=nunjang unesan pemeriniah dasrah Bangunan Larmya yang Disediakany o a B0.000 000 80000000 80000000 1 &0 .000.000 1 &0 000 000
yang memilki niial aset Unity
Jumiah Faket Mebel yang
- oot o o 1 o
Jurmiah Unk Peraiatan dan Mesin " " " =
Lainnya yarng O [unity
Jumiah Unk Sarana dan Frasarana
Gedurg Kanioe atau Banguran o 0 1 1
Lainnya yang D Uinity
£.01.09.2.07.000% - Pengadaan Mebesl 0 2.000.000 ] 2,000,000 o
Tersedianya Mebel 'J_""“" Pﬂ:;::b" L 0 0 0 2.000.000 o 1 2.000.000 o o
01,07 2070000 - Fengadaan
i e Mau LanowS B0.000.000 34.000.000 58.000.000 55 000,000 57 000,000
Tersedanya Femlatan dan Mesin Jumiah Unk Peralatan dan Mu..n o o B0.000.000 26,000,000 5,000,000 o =% 000,000 5 =7 000,000
Larmya Lainnya yarg Disediakan (Lini)
601,09 2.07.0008 - Pengadaan Gedung
ol e e 0 o o 1.000.000 1.000.000
Jumiah Unk Gedung Hanior ataw
Tiomcelissors G Kasior steu Bangunan Lakrnya yang Disedlakan 0 0 0 o o 1 1,000,000 1 1.000.000
Bangunan Lainnya )
unity
&.01.01 2.07.0010 - Pengadaan Sarana
dan Prasarana Gedung Karor ataw 0 2.000.000 2.000.000 2,000,000 2.000.000
Bangunan Lainnya
Jumiah Unk Sarana dan Frasarana
T‘”“:ﬂ“‘:‘" 5‘?3 ;:;Eﬁ?::ma Gedurg Kanioe atau Banguran 0 0 0 2.000.000 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000
Lainnya yarg Disediakan (Lini)
£.01.09 2,00 - Penyediaan Jasa
o’ e E— 242 133.000 242 133.000 242 133.000 242 132.000 242.133.000
Tersedarnya [asa pEnunjang unsan
pemenniahan daeran s=sual dengan ;‘:'":1’"‘"""’""{[""”“7"”"‘ 12 2 242 133.000 242 133.000 242 133.000 2 242 132.000 2 242,132,000
kebutuhan perangkat daerah R —
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kanlor yang 12 2 2 z
Disediakan (Laporan)
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Komunkasl, Sumber Daya Alr dan 12 2 2 2
Listrik yang O [Laporani
£.01.09 2.00.0001 - Penysdiaan Jaza
2.000.000 2000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Surat Menyurat
Tedaksanamya Penyediaan Jasa Surat | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 12 2 r— [Fr— - 2 [ r— 2 [T —
Memyurat Sural Memywrat {Laporan)
£.01.09 2.00.0002 - Penysdiaan Jaza
i St o it n Ml s L 47 300,000 47 300.000 47 300,000 47 300,000 47 300,000
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Tamedianya Ja Komunicas, Sumber | snisi, Sumisar Daya Alr dan 12 2 47300.000 47.300.000 47.300.000 2 47 300,000 z 47 300,000
Daya Alr dan Listrik
Listrik yang D {Laporan)
BRI AL LR 152 833,000 152 833.000 152 833,000 152.032.000 182,033 000

Pelayanan Umum Kantar
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAM | PROGRAM BASELINE
/ d INDIKATOR OUTCOME / PERANGHAT
QUTCOME /| KEGIATAN / OUTPUT TAHUM 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH HKETERAMGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGL
{0} {02} (03] (4] {05} {06 {07} (8] (08} L] (11} (12) {13) (14] (15}
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
::_'I‘I’:“""" Jana Palayanan Lmum Pelayanan Umum Kantor yang 12 2 152 533,000 2 152 833,000 2 152833.000 2 152.033.000 F: 182.033.000
X {Laporan)
®.01.01 2.08 - Pemeiiharaan Barang K]
Daerah Penurjang Urusan Pemennianan 120.042.320 120.042.350 120,042,350 120.042.350 120042350
Daerah
Tersedarya jasa pemelfiaraan barang
Jumiah Mebel yang Dipsiin
il dagran pERURJang Lrusan m"m: sl 3 3 120.042.330 3 120,042,330 3 120.042.350 3 120,042 350 3 120042 350
pemenntanan dasran
Jumiah Gedung Hansar dan
Hangunan Laknya yang 1 1 1 1 1 1
Dipeiiharairenabistas! (Unit)
Jumiah Feralatan dan Mesin
L aavtrs yive ClosSur ) 10 10 10 10 10 10
Jumiah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipeiinara dan dmayarkan Fajak M 1 " n M n
dan Perzmannya (Unity
Jumiah Kendaraan Perorangan
Jabatan yang Dipsiihara gan
dihayarkan Pajaknya (Unk)
60101 2.09.0001 - Penyediaan Jasa
Pemelharaan, Blaya Pemelharaan, dan
i Nl 20.600.350 70,600 3:50 70,680,350 20,680.350 20,680,350
Eendaraan Dinas Jabatan
Tersedarya Jasa Pemelfaman, Blaya | Jumilah Bendaraan Perorangan
Pemelharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
reroranan Dinas 2t sienaraan Dirs| sabatn yang rtfars fan 2 2 0.580.330 2 70800350 2 70,680,350 2 20,680 350 2 20,680,350
Jabatan dibayarkan Pajaknya (Linf}
.01.012.09.0002 - Fenyediaan Jasa
Femelharaan, Blaya Pemelfaraan,
T e s £2.180.000 £2.180.000 £:2.180.000 #2.180.000 #2.180.000
Operasional atau Lapangan
Tersediarya Jasa Pemelfaman, Blaya | Jumilah Kendaraan Dinas
Pemelharaan, Pajak dam Perizinan Operasional atau Lapangan yang
14 11 £2.180.000 1 £2.180.000 11 £2.180.000 11 #2.180.000 11 #2.180.000
Kendaraan Dinars Operasional atau Dipsiihara dan dibayarkan Pajak
Lapangan dian Perizinannya (Uni)
01,01 2.09.000% - Pemelfaraan Mebel 980,000 850,000 890,000 850,000 880,000
Teraksanarya Femelfaran Mebel ;j:_‘"' Mdentarnd iy EMpen i 3 3 280,000 3 580,000 3 590,000 3 550,000 3 950000
4
601,01 2.09.0000 - Femelnaraan
sl 17.160.000 17.160.000 17.960.000 17.960.000 17.160.000
Teraksanarya Pemelfaman Peralatan | Jumiah Peralatan dan Mesin
o Mot Lo il 10 10 17.160.000 10 17.160.000 10 17.960.000 10 17.960.000 10 17.180.000
0100 2.09.0008 -
Femelharaar'Rehabilias Gedung 7.032.000 7.032.000 7.032.000 7.032.000 7.032.000
Harior dan Bangunan Lakrmya
Teraksanaria Jumiah Gedung Kanfor dan
PemelharaarAehabilias] Gedung HBangunan Laknya yang 1 1 7.032.000 1 7.032.000 1 7,032 000 1 7.032.000 1 7,032 000
¥arior dan Bangunan Lakrya DipeiiharaDirehabiktas! (Unit)
e 208 815.512 208 518,512 8919512 208 815512 789 518512
FENYELENGGARALN PENGAWASAN
K=nuninnya leradinya penyelEwsngan
— e e e | e e 70,88 56 208@18.012 a7 208 318512 o8 naE19.812 am 204 518512 a0 ome gz | 0-0M-0.00.0.00.20.00

anggaran aiaupun proses dan
gan

sk hasil %}

O - INEPERTORAT

104



TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01} (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) {12) (13) (14) (15)
(LM SR T 132.760.750 132.760.750 132.760.750 132.760.750 132.760.750
Pengawasan Internal
Terlak intaral Jumiah Kesepakatan Pengawasan
N s Internal yang Terbentuk 1 1 132.760.750 1 132.760.750 1 132.760.750 1 132.760.750 1 132.760.750
sesuai nencana pengawasan tahunan
(Kesepakatan)
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Keuangan Pemerintah Dasrah 5 3 2 3 3 3
{Laparan)
Jumiah Laporan Hasil Pengawasan
Kinerja Pemerintah Daerah a ] a a a g
{Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Reviu 1 1 1 1 1 1
Laporan Keuangan (Laporan)
Jumiah Laporan Hasil Reviu
Laporan Kinerja (Laporan) & 50 50 50 50 50
Jumlah Diokumen Hasil Monitoring
dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak aw a7 ar ar T ar
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
(Dokumen )
Jumiah Laporan Hasil Pengawasan a0 22 23 22 22 22
Dwasa (Laporan)
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja 17.836.250 17.836.250 17.836.250 17.836.250 17.836.250
Pemerintah Daesrah
Terlaksananya Penoawasan Kiner Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
- ¥ g 1 Kinerja Pemerintah Daerah a '] 17.836.250 9 17.836.250 a 17.836.250 a 17.836.250 '] 17.826.250
Pemerintah Daesrah
(Laporan)
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan 10.195.000 10.195.000 10.195.000 10.195.000 10.195.000
Keuangan Pemerintah Daerah
Teriak P K Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
eriaksananya Pengawasan Reuangan | ... angan Pemerintah Daerah 5 3 10.195.000 3 10.195.000 3 10.195.000 3 10.195.000 3 10.195.000
Pemerintah Daesrah
(Laparan)
i.igl.I?EZ.Z.D‘I.DODB PBELIEE 7.488.750 7.488 750 7.488 750 7.488.750 7.488 750
Terisksananys Reviu Laporan Kinera | JUMish Laporan Hasil Reviu 53 7.488.750 50 7488750 | 50 7488750 | 50 7488750 | S0 7.488.750
v i ) Laporan Kinerja (Laporan) 50 U R b - . 4e8.
et SR sl o 7.981.250 7.081.250 7.981.250 7.081.250 7.981.250
Keuangan
Teriaksananya Reviu Laporan Keuangan | JUMiah Laporan Hasil Reviu 1 1 7.081.250 1 7.981.250 1 7.981.250 1 7.081.250 1 7.981.250
Laporan Keuangan (Laporan)
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa 40.772.500 40.772.500 40.772.500 40.772.500 40.772.500
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Teraksananya Pengawasan Desa 30 2 40.772.500 22 40.772.500 22 40.772 500 22 40772500 22 40772500
Dwesa (Laporan)
SOG2 DL O0E o eracEenm 1.025.500 1.025.500 1.025.500 1.025.500 1.025.500
Pengawasan Internal
Terlak Keria S P Jumiah Kesepakatan Pengawasan
I:D;n:l“’”"" =18 Sama Fengawasan | htemal yang Terbentuk 1 1 1.025.500 1 1.025.500 1 1.025.500 1 1.025.500 1 1.025.500
(Kesepakatan)
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan
Ewvaluasi Tindak Lanjut Hasil
38.461.500 38.461.500 38.461.500 38.461.500 38 .461.500
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dumish Dqkl',l m.en Hesl flf‘DI'IILDI'I!ﬁg
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK i | 320 Evalussi Tindak Lanjut Hasil
! Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak aw a7 38.461.500 ar 38.461.500 ar 38.461.500 T 38.461.500 a7 38 461.500

dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
AFIP

Lanjut Hasil Pemeriksaan AFIFP
{Dokumen )
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

EBIDANG URUSAN /| PROGRAM / BASELINE

INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT LI 2024 LI
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) 02) 03) (04) (05) 06) 07) (08) (09) (1) (1) (12) (13) (14) (15)

6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan

7 157.154.762 157.154.762 157.154.762 157.154.762 157.154.762
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Terlaksananya pengawasan dengan
tujuan tertentu sesuai rencana
pengawasan tahunan dan mandatori
lainnya

Jumlah Laporan Penyelesaian
Kerugian Negara/Daerah yang 2 2 157.154.762 2 157.154.762 2 157.154.762 2 157.154.762 2 157.154.762
Ditangani (Laporan)

Jumiah Laporan Hasil Pengawasan

Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) st 100 100 100 100 100

6.01.02.2.02.0001 - Penanganan

Penyelesaian Kerugian 1.005.000 1.095.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000

Megara/Dasrah

Jumlah Laporan Penyelesaian
Kerugian Megara’Daerah yang 2 2 1.095.000 2 1.095.000 2 1.005.000 2 1.095.000 2 1.095.000
Ditangani (Laporan)

Tertanganinya Penyelesaian Kerugian
Megara/Daerah

6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan|

i 156.050.762 156.050.762 156.059.762 156.050.762 156.050.762
Tujuan Tertentu
Terlaksananya Pengawasan Dengan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) ar 100 156.050.762 100 156.050.762 100 156.059.762 100 156.050.762 100 156.050.762
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAMN, PENDAMPINGAN DAN 259823 328 250.823.328 250.823.328 250.823.328 259.823.328
ASISTENSI
Persentase perangkat dasrah yang
. 5 " mendapatkan pendampingan dan
M katnya Kualita: Ll 6.01.0.00.0.00.26.00
erningrainy= S pancampingsn | . istensi dalam pangendalian intem| 100 100 250823328 | 100 250823328 | 100 250823328 | 100 250823328 | 100 250,823 328
dan asistensi 00 - INSPEKTORAT
perangkat daerah dan penguatan
integritas (%)

6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Pengawasan dan 15.093.920 15.903.020 15.903.020 15.093.920 15.003.920
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan

U T DRI I U A 10 1 15.093.920 1 15.003 020 1 15.003.020 1 15.093.920 1 15.093.020
pengawasan berbasis risiko Pengawasan yang Disusun

(Rekomendasi)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan

Teknis di Bidang Pengawasan yang 2 1 1 1 1 1

Dizusun (Rekomendasi)
e v Loy 1.000.170 1.000.170 1.000.170 1.000.170 1.000.170

Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Teknis di Bidang Pengawasan yang 2 1 1.000.170 1 1.000.170 1 1.000.170 1 1.000.170 1 1.000.170
Disusun (Rekomendasi)

Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan

6.01.02.2.01.0002 - Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi 14.993.750 14.903.750 14.0023.750 14.003.750 14.993.750
Pengawasan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang | Teknis di Bidang Fasilitasi

e " 10 1 14.993.750 1 14.903.750 1 14.0023.750 1 14.003.750 1 14.993.750

Fasilitasi Pengawasan Pengawasan yang Disusun

(Rekomendasi)
D L 243.820 408 243,820 408 243 820.408 243 820,408 243,820 408
Asistensi
Terlaksananya pendampingan dan Juml.ah _KEgIaEn KDWI.HESL

5 e g Monitoring dan Evaluasi serta

asistensi sesuai rencana pengawasan 7 £ 5 5 243 820 408 5 243 820 408 5 243.829.408 5 243 820408 5 243,820 408
P— Verifikasi Pencegahan dan

Pemberantasan Konupsi (Kegiatan)

Jumiah Perangkat Daerah yang

Dilakukan Pendampingan, Asistensi

iy 53 50 50 50 50 50

dan Verifikasi Penegakan Integritas
{perangkat daerah)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / Illm':l;:lul:mﬂE f TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 FEI::E":‘T'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(a1 (02) (03) (04) (03) (06) (07) (08) 09) (10) (11) (12) (13) 14 (13)
Jumlah Perangkat Daerah yang
Dilakukan Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 53 50 50 50 50 50
Reformasi Birokrasi (perangkat
daerah)
Jumlah Perangkat Daerah yang
il [ s G - 0 0 0 0 0
Daerah (perangkat daerah)
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan
Asistensi Urusan Pemerintahan Dasrah 22.132.500 22.132.500 22.132.500 22.132.500 22.132.500
Jumlah Perangkat Daerah yang
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi | Dilakukan Pendampingan dan
oo P i Do Asistonat Uniear Pomae oo 53 50 22132500 | 50 22132500 | 50 22132500 | 50 22132500 | 50 22.132.500
Daerah (perangkat daerah)
16.011.03.2.02.0002 - Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 3.535.500 3.535.500 3.535.500 3.535.500 3.535.500
Reformasi Birokrasi
Jumlah Perangkat Daerah yang
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi,| Dilakukan Pendampingan,
Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 53 50 asasso0 | S0 3535500 | S0 3535500 | 90 3535500 | S0 3.535.500
Birokrasi Reformasi Birokrasi (perangkat
daerah)
16.011.03.2.02.0003 - Koordinasi,
N e e 214.162.518 214.162.518 214.162.518 214.162.518 214.162.518
Pencagahan dan Pemberantasan
Korupsi
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring Jumlah Kegiatan Koordinasi,
dan Evaluasi serta Verifikasi Monitoring dan Evaluasi serta
Pencegahan dan Pemberantasan \.‘ariﬁkasi%’encegﬂhan dan 5 5 214.162.518 5 214.162.518 5 214.162.518 5 214.162.518 5 214.162.518
Korupsi Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan,
Asistensi dan Verifikasi Penegakan 3.098.800 3.008.890 3.908.890 3.098.800 3.098.890
Integritas
Jumlah Perangkat Daerah yang
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi | Dilakukan Pendampingan, Asistensi 53 50 3,008 800 50 3.008.800 50 3008 890 50 3,098 800 50 3088800

dan Verifikasi Penegakan Integritas

dan Verifikasi Penegakan Integritas
{perangkat daerah)
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4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan
yang dicapai oleh setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat
pencapaian terhadap sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan, baik dalam bentuk ukuran kuantitatif maupun
kualitatif.

Setiap jenis pelayanan pada bidang kewenangan
yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah
wajib memiliki indikator kinerja yang ditetapkan dalam bentuk
standar pelayanan. Penetapan standar pelayanan ini
merupakan salah satu cara untuk menjamin dan
meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah
kepada masyarakat.

Indikator kinerja harus dirumuskan sebagai sesuatu
yang dapat dihitung dan diukur, serta digunakan sebagai
dasar untuk menilai kinerja pada tiga tahapan: perencanaan
(ex ante), pelaksanaan (on going), dan evaluasi pasca-kegiatan
(ex post).

Dalam sektor publik, khususnya pada entitas
pemerintahan, penetapan indikator kinerja seringkali
menghadapi tantangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan
karakteristik sektor publik dibandingkan sektor bisnis,
terutama dalam hal output, outcome, serta tujuan utama
organisasi. Sebagian besar output pemerintah berupa jasa
layanan publik yang sering kali sulit diukur secara kuantitas
maupun kualitas secara langsung.

Oleh karena itu, indikator kinerja pada Inspektorat
Kabupaten Wonogiri disusun mengacu pada tujuan dan
sasaran dalam RPJMD, dan diarahkan untuk secara langsung
menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dalam lima
tahun ke depan. Penyusunan indikator ini juga merupakan
bentuk komitmen Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk
mendukung keberhasilan pelaksanaan tujuan strategis
pemerintah daerah sesuai dengan arah pembangunan jangka

menengah sebagai berikut :
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Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri

TUJUAN INDIKATOR SATUAN | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET FORMULASI
2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENGUKURAN
Meningkatkan Level Maturitas Level 3 3 3 3 3 3 Hasil Evaluasi Penilaian
kualitas Sistem Maturitas Penyelenggaraan

pengawasan intern
dalam mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersih, akuntabel
dan transparan

Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)

SPIP Terintegrasi oleh BPKP
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Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah
sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3 di atas, juga ditetapkan
indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator
penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kunci pada Inspektorat
Kabupaten Wonogiri ditampilkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No Indikator Baseline Target Capaian Tahun Ket
Kinerja Kunci Tahun
2023 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2) (3) (4) o) | © | (7)) | (8 | (9 | (10) (11)
1. | Maturitas Level | Level | Level | Level | Level | Level | Level | Level | Meskipun target
) . setiap tahun masih di
Sistem 3 3 3 3 3 3 3 3 Level 3, namun
Pengendalian | (Skor: | (Skor: diharapkan  terjadi
Intern 3,015) 3,161) p.eni.ngkatan skor
Pemerintah nilainya
(SPIP)
2. | Peningkatan Level | Level | Level | Level | Level | Level | Level | Level | Meskipun target
Kapabilitas 3 3 3 3 3 3 3 3 | setiap tahun masih di
Level 3, namun
Aparat (Skor : (Skor : diharapkan terjadi
Pengawasan 3,01) 3,02) peningkatan skor
Intern nilainya
Pemerintah
(APIP)
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5.1

5.2

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Wonogiri Tahun 2025-2029 merupakan acuan perencanaan
strategis jangka menengah yang disusun secara sistematis
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Renstra ini
didasarkan pada visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah, serta
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-
2029, dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan
lainnya seperti RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RTRW. Renstra ini
memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta
program dan kegiatan pengawasan yang terukur dan dapat
dievaluasi.

Melalui Renstra ini, Inspektorat Kabupaten Wonogiri
diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan intern,
mendukung  pencapaian  reformasi  birokrasi, serta
meningkatkan kinerja pengawasan yang berbasis risiko untuk

menjawab tantangan pembangunan daerah.

Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten
Wonogiri Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pendekatan
teknokratik, serta prinsip keterpaduan perencanaan daerah.
Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra
wajib dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah tahunan. Renstra ini menjadi pedoman bagi
seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat dalam
melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, serta
koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) dan pemangku kepentingan terkait.
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5.3

Penerapan Renstra juga mengedepankan prinsip
efisiensi sumber daya, peningkatan kompetensi SDM, serta
penggunaan data berbasis Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD). Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau
dinamika eksternal yang signifikan, Renstra dapat
ditindaklanjuti melalui penyesuaian dalam Renja tahunan dan
dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri akan melakukan
upaya optimal untuk mendukung visi dan misi Kabupaten
Wonogiri melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Melalui penyusunan
rumusan Rencana Strategis ini Inspektorat Kabupaten
Wonogiri telah mempersiapkan diri untuk berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan risiko
yang mungkin timbul.

SDM Inspektorat Kabupaten Wonogiri dituntut untuk
meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat
mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini guna menunjang
terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga dokumen Renstra ini dapat
menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Kabupaten

Wonogiri.

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Renstra ini akan dikawal melalui
mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala,
baik internal oleh Inspektorat sendiri maupun melalui
monitoring dan reviu oleh Bapperida dan APIP. Evaluasi
dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program,
capaian indikator kinerja, serta efisiensi penggunaan

anggaran. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan
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5.4

penyusunan rencana tindak lanjut, termasuk dalam
penyusunan dokumen Renja pada tahun-tahun berikutnya.
Pengendalian dan evaluasi juga diarahkan untuk
memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan sejalan
dengan prinsip manajemen risiko, peningkatan maturitas
SPIP, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra dapat

berlangsung secara adaptif, terarah, dan akuntabel.

Manajemen Risiko

Dalam  uraian  bab-bab  sebelumnya  telah
menguraikan latar belakang penyusunan Renstra, gambaran
umum Perangkat Daerah sampai dengan penetapan tujuan
dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan untuk
mencapainya yang kemudian dioperasionalkan dalam
program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya
sampai dengan periode akhir Renstra. Namun, hal tersebut
masih berupa perencanaan yang tentunya memiliki risiko yang
memiliki kemungkinan untuk menghambat ketercapaian
sehingga harus dilakukan pemetaan risiko strategisnya agar
dapat dilakukan langkah pengendalian.

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan
terhadap risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko,
penetapan risiko prioritas dan penyusunan rencana tindak
pengendalian. Proses manajemen risiko dalam penyusunan
Renstra PD dilakukan pada konteks strategis perangkat daerah
sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 untuk Manajemen

Risiko Strategis berikut ini :
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Tabel 5.1
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja | Pernyataan Risiko Sebab Dampak Skala | Rencana Tindak Pemilik Target
Strategis PD Risiko Pengendalian Risiko Penyelesaian
Tujuan
Meningkatkan Level Maturitas Komitmen pemilik Kurangnya Belum 12 Pendampingan Inspektur Tahun 2029
kualitas pengawasan | Sistem resiko dalam pemahaman para berkualitasnya terkait SPIP yang
intern dalam Pengendalian penyusunan pemilik resiko dalam | register resiko berkelanjutan
mewujudkan Intern Pemerintah | register resiko yang | penyusunan register | yang disusun pada Perangkat
penyelenggaraan (SPIP) berkualitas masih resiko Daerah
pemerintahan yang kurang
bersih, akuntabel
dan transparan
Kualitas SDM Masih minimnya Hasil evaluasi | 9 Pelatihan untuk Inspektur | Tahun 2029

evaluator belum
memadai

evaluator yang telah
mengikuti pelatihan
/sosialisasi terkait
manajemen risiko

belum
mencerminkan
kondisi yang
sesungguhnya

evaluator terkait
manajemen
risiko/SPIP
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Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja | Pernyataan Risiko Sebab Dampak Skala | Rencana Tindak Pemilik Target
Strategis PD Risiko Pengendalian Risiko Penyelesaian
Sasaran
Meningkatnya Level Kapabilitas Pemangku Belum semua audit | Organisasi 12 Monitoring Inspektur Tahun 2029
efektivitas peran APIP kepentingan tidak yang dilaksanakan tidak mampu terkait tindak
APIP dalam memperoleh mampu memenuhi lanjut atas telaah
penyelenggaraan informasi yang menyimpulkan tujuannya intern antar
pemerintahan diperlukan untuk 3E (efektif, dan bidang guna
membuat efisien dan mencapai peningkatan
keputusan yang ekonomis) dengan hasil yang kualitas hasil
tepat guna berbasis risiko diinginkan audit
perbaikan
berkelanjutan
Indeks Efektivitas | Kualitas dan Keterbatasan SDM, Pencegahan 12 Peningkatan Inspektur Tahun 2029
Pengendalian kuantitas SDM baik secara kualitas | korupsi belum kompetensi
Korupsi (IEPK) Pengawas terhadap | maupun kuantitas efektif antikorupsi bagi
pengendalian dalam pemahaman sehingga SDM Pengawas
korupsi masih antikorupsi dan temuan fraud melalui pelatihan
terbatas pengendaliannya terlewatkan maupun
seminar,
workshop
Meningkatnya IKM Inspektorat Pelayanan aduan, Keterbatasan SDM, Tingkat 9 Evaluasi capaian | Inspektur Tahun 2029
kinerja Inspektorat saran dan masukan | baik secara kualitas | kepuasan kinerja atas
belum optimal maupun kuantitas masyarakat pelayanan
dalam penanganan terhadap penanganan
aduan masyarakat pelayanan pengaduan
aduan
menurun
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Terkait indikator tujuan dalam rangka meningkatkan
kualitas pengawasan intern untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, Inspektorat
menghadapi beberapa risiko strategis yang perlu dimitigasi.
Pertama, terkait peningkatan Level Maturitas SPIP, masih terdapat
kendala berupa rendahnya komitmen pemilik risiko dalam
penyusunan register risiko serta kurangnya pemahaman teknis
dalam proses tersebut. Kondisi ini mengakibatkan register risiko
yang disusun belum sepenuhnya berkualitas, sehingga berpotensi
melemahkan efektivitas penerapan manajemen risiko di perangkat
daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendampingan
SPIP secara berkelanjutan pada perangkat daerah agar pemahaman
dan implementasi manajemen risiko semakin baik.

Kedua, dari sisi kualitas dan kuantitas SDM evaluator,
masih terdapat keterbatasan karena sebagian evaluator belum
semua mendapatkan pelatihan atau sosialisasi terkait manajemen
risiko/SPIP. Hal ini berdampak pada hasil evaluasi yang belum
sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga
rekomendasi yang dihasilkan kurang tepat sasaran. Oleh karena
itu, strategi pengendalian yang  direncanakan adalah
penyelenggaraan pelatihan bagi evaluator terkait manajemen risiko
dan SPIP agar kompetensi mereka meningkat dan hasil evaluasi
menjadi lebih akurat serta bermanfaat bagi perbaikan tata kelola
pemerintahan.

Seluruh upaya mitigasi risiko tersebut akan dilaksanakan
dengan tanggung jawab penuh oleh Inspektur dan ditargetkan
tercapai pada tahun 2029. Dengan adanya penguatan kapasitas
pemilik risiko dan evaluator, diharapkan kualitas penerapan SPIP
semakin meningkat, sehingga pengawasan intern mampu
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,
akuntabel, dan transparan.

Kemudian untuk indikator sasaran pertama dalam upaya
meningkatkan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah  (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan,
Inspektorat menghadapi sejumlah risiko strategis yang perlu

diantisipasi. Pertama, terkait peningkatan level kapabilitas APIP,
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masih terdapat kendala karena belum semua audit mampu
menghasilkan simpulan yang memenuhi prinsip 3E (efektif, efisien,
dan ekonomis) berbasis risiko. Hal ini menyebabkan organisasi
berpotensi tidak mampu memenuhi tujuannya secara optimal.
Untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan monitoring tindak
lanjut atas telaah intern antar bidang guna meningkatkan kualitas
hasil audit pada semua bidang.

Kedua, dalam peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian
Korupsi (IEPK), tantangan utama terletak pada keterbatasan
kualitas dan kuantitas SDM pengawas dalam memahami isu
antikorupsi dan pengendaliannya. Dampaknya, pencegahan
korupsi belum berjalan efektif sehingga masih ada potensi fraud
yang terlewatkan. Sebagai langkah mitigasi, Inspektorat
merencanakan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan,
seminar, maupun workshop yang berfokus pada penguatan
pemahaman antikorupsi.

Kemudian untuk indikator sasaran kedua dalam
meningkatkan kinerja Inspektorat melalui pelayanan pengaduan
masyarakat, masih terdapat keterbatasan SDM baik secara kualitas
maupun kuantitas dalam penanganan aduan. Akibatnya, tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan cenderung
menurun. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja
pelayanan aduan secara berkala agar kelemahan dapat segera
diperbaiki dan pelayanan publik dapat lebih optimal.

Berkaitan dengan Perubahan Renstra Inspektorat
Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 diperlukan dukungan,
kesungguhan, tanggungjawab, semangat gotong royong, komitmen,
serta peran aktif semua pihak di Kabupaten Wonogiri dalam
mewujudkan visi pembangunan daerah yaitu Mewujudkan
Wonogiri Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan

Berkelanjutan.
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